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ABSTRACT

Background: Bureaucratic reform is a government program to realize a clean, effective, transparent, and
accountable administration for public service. However, as of 2025, the achievement of the Bureaucratic
Reform Index, the Electronic-Based Government System (SPBE), and the Government Institution Performance
Accountability System (SAKIP) in the Ministry of Defence has not yet reached the targeted standards.

Objective: This study identifies obstacles to achieving the targets of the Bureaucratic Reform Index, SPBE,

and SAKIP in the Ministry of Defence. Methods: This research employs a quantitative approach, with data

analysed using Structural Equation Modelling Partial Least Squares (SEM-PLS 4). Results: The findings show
that the competencies of Civil Servants (ASN) and military personnel exert a significant and positive effect on

bureaucratic reform in the Ministry of Defence (T-statistics = 5886.822; p-value = 0.000; F? = 0.054). The
contextual grand design of bureaucratic reform has a significant and positive influence on the achievement of
bureaucratic reform outcomes (T-statistics = 3.367,; p-value = 0.001; F? = 0.010). In contrast, the national
bureaucratic reform framework does not display a significant positive effect on the contextual grand design in
the Ministry of Defence, because it functions primarily as a mediating variable (T-statistics = 0.488; p-value
=0.626, F? = 99,027.865). Conclusion: The overall achievement of bureaucratic reform, SPBE, and SAKIP
in the Ministry of Defence is determined by personnel competence. A contextual bureaucratic reform grand
design must be formulated, and reform performance strengthened through human resource capacity
enhancement aligned with national reform policies.

Keywords: Bureaucracy; Apparatus Capacity, Contextual Policy; Defense Reform, Governance.

ABSTRAK

Latar Belakang: Reformasi birokrasi adalah program pemerintah untuk mewujudkan administrasi pelayanan
publik yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Namun, hingga tahun 2025, pencapaian Indeks
Reformasi Birokrasi, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Lembaga Pemerintah (SAKIP) di Kementerian Pertahanan belum mencapai standar yang ditargetkan.
Tujuan: Studi ini mengidentifikasi hambatan dalam mencapai target Indeks Reformasi Birokrasi, SPBE, dan
SAKIP di Kementerian Pertahanan. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan data
dianalisis menggunakan Structural Equation Modelling Partial Least Squares (SEM-PLS 4). Hasil: Temuan
menunjukkan bahwa kompetensi Pegawai Negeri Sipil (ASN) dan personel militer memberikan pengaruh
signifikan dan positif terhadap reformasi birokrasi di Kementerian Pertahanan (statistik T = 5886,822; nilai
p = 0,000; F?= 0,054). Desain besar kontekstual reformasi birokrasi memiliki pengaruh signifikan dan positif
terhadap pencapaian hasil reformasi birokrasi (statistik T = 3,367, nilai p = 0,001, F? = 0,010). Sebaliknya,
kerangka reformasi birokrasi nasional tidak menunjukkan pengaruh positif yang signifikan terhadap desain
besar kontekstual di Kementerian Pertahanan, karena terutama berfungsi sebagai variabel mediasi (statistik
T = 0,488, nilai p = 0,626, F? = 99.027,865). Kesimpulan: Keberhasilan keseluruhan reformasi birokrasi,
SPBE, dan SAKIP di Kementerian Pertahanan ditentukan oleh kompetensi personel. Rancangan besar
reformasi birokrasi yang kontekstual harus dirumuskan, dan kinerja reformasi harus diperkuat melalui
peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang selaras dengan kebijakan reformasi nasional.

Keywords: Birokrasi;, Kapasitas Aparatur; Kebijakan Kontekstual; Reformasi Pertahanan, Tata Kelola.
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PENDAHULUAN

Reformasi birokrasi nasional merupakan agenda strategis pemerintah yang bertujuan untuk
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel melalui
penetapan dan penerapan Grand Desain Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana diatur oleh
Kementerian PANRB (Melin et al., 2024). Dalam konteks pertahanan negara, reformasi ini menjadi
instrumen penting untuk memperkuat efektivitas kelembagaan, efisiensi penggunaan sumber daya,
termasuk akuntabilitas publik di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
(TNI). Berdasarkan delapan aspek perubahan yang ditetapkan dalam Grand Desain reformasi
nasional, yakni manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan
penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia
aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan
publik, terlihat bahwa arah kebijakan reformasi birokrasi bersifat komprehensif dan saling
terintegrasi(Adiananto et al., 2024).

Kondisi saat ini bahwa implementasi reformasi birokrasi nasional di jajaran kementerian yang
sudah berlangsung sejak 2014 sampai dengan tahun 2024, belum mencapai capai yang maximal
“amat aman”. Berdasarkan laporan evaluasi yang dilakaukan oleh Kementerian PANRB tahun 2024,
capaian indeks reformasi birokrasi pada aspek pertahanan menunjukkan hasil yang belum optimal,
hal ini dapat dilihat dari nilai capaian indeks reformasi birokrasi (2024) sebesar 78,79 persen dari
100 persen, indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebesar 3,43 dari 5,00, serta
nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mencapai 76 persen dari 100 persen.
Capaian ini menujukkan bahwa ada hal-hal yang perlu ditingkat dan diperbaiki pada reformasi
birokrasi di kementerian Pertahanan dan TNI(Clement et al., 2023).

Kondisi yang diharapkan dari implementasi reformasi birokrasi nasional di lingkungan
Kementerian Pertahanan dan TNI adalah terwujudnya tata kelola pertahanan negara yang semakin
efektif, efisien, dan akuntabel melalui pelaksanaan Grand Design Reformasi Birokrasi secara
konsisten dan berkesinambungan. Idealnya, pada periode 2014-2024, reformasi birokrasi mampu
menghasilkan capaian yang maksimal pada seluruh indikator kinerja utama, dengan indeks reformasi
birokrasi mencapai atau mendekati 100 persen, indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) berada di atas 4,5 dari skala 5, serta nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) mendekati 100 persen. Kondisi tersebut diharapkan mencerminkan terbangunnya birokrasi
pertahanan yang profesional, adaptif terhadap inovasi teknologi, transparan dalam pengelolaan

anggaran dan kinerja, serta berorientasi pada hasil(Lapuente & Van de Walle, 2020).
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Penelitian terdahulu oleh Firdaus Arifin dan Dewi Asri Yustia (2022) berjudul Bureaucratic
Reform as an Effort to Prevent Corruption in Indonesia menegaskan bahwa reformasi birokrasi
berfungsi sebagai mekanisme strategis dalam pencegahan korupsi melalui perubahan pola pikir
birokrat dan penguatan instrumen pengendalian internal. Penelitian oleh A. Annisa Nurul Ramadhani,
Muh. Nur Sadiq, dan Muhammad Rusdi (2022) dalam artikel Bureaucratic Reform at the Directorate
of Politics and General Government, Ministry of Home Affairs mengungkap bahwa pelaksanaan
reformasi birokrasi yang konsisten melalui penyederhanaan struktur organisasi, perubahan pola kerja,
dan penerapan teknologi informasi telah mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik(Williams,
2021).

Penelitian oleh P. Septanoris (2023) dalam penelitiannya Penerapan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Pemerintah dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Baik dan Berwibawa menyoroti
bahwa penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan
Kementerian Pertahanan merupakan bagian integral dari reformasi birokrasi yang terbukti
meningkatkan transparansi dan efektivitas kinerja organisasi. Berdasarkan latar belakang dan hasil
penelitian terdahulu, rumusan masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh
implementasi Grand Desain Reformasi Birokrasi Nasional terhadap capaian reformasi birokrasi pada
aspek pertahanan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI. Penelitian ini juga berupaya
menjawab sejauh mana profesionalisme aparatur dan prajurit berperan sebagai variabel mediasi yang
memperkuat hubungan antara kebijakan reformasi birokrasi dan peningkatan efektivitas tata kelola
pertahanan negara(Bauwens & Meyfroodt, 2021).

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu administrasi publik dan manajemen
pertahanan dengan menelaah efektivitas implementasi Grand Desain Reformasi Birokrasi Nasional
di sektor pertahanan. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat pemahaman tentang peran
profesionalisme aparatur dalam tata kelola birokrasi pertahanan, sedangkan secara praktis
memberikan rekomendasi strategis bagi Kementerian Pertahanan dan TNI untuk meningkatkan
efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas kinerja kelembagaan(Yudha Bramantyo & Yuliastuti, 2022).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh implementasi Grand Desain
Reformasi Birokrasi Nasional terhadap capaian reformasi birokrasi pada aspek pertahanan di
lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI(Ramadhan et al., 2022). Selain itu, penelitian ini
bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana profesionalisme aparatur dan prajurit berperan sebagai

faktor mediasi yang memperkuat keterkaitan antara kebijakan reformasi birokrasi dengan
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peningkatan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas tata kelola kelembagaan pertahanan negara secara

berkelanjutan(Lesmana et al., 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif(Chauhan, 2022). Sumber data primer dalam
penelitian ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 200 responden yang terdiri dari
personel TNI dan ASN non eselon di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI, menggunakan
skala Likert 1-5 untuk mengukur tingkat persepsi responden terhadap implementasi reformasi
birokrasi, mulai dari nilai 1 (sangat tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju)(Yang et al., 2022).

Teknik analisis data menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) PLS 4 untuk
menguji hubungan kausal antara Variabel Independen (X): Grand Desain Reformasi Birokrasi
Nasional; Variabel Dependen (Y): Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pertahanan, dan Variabel
Mediasi (M): Profesionalisme Aparatur Sipil Negara dan Prajurit TNI. Pada analisis SEM PLS-4 yang
menjadi indikator meliputi; Evaluasi Outer Model meliputi; Uji validitas (Nilai outer loading yang
direkomendasikan 0,70); Uji Reliabilitas (Nilai Cronbach’s alpha dan Composite reliability,
minimum adalah 0,70); Validitas konvergen (Average Variance Extracted, dirckomendasikan minimal
0.50); dan Validitas Diskriminan diukur dengan Fornell Lacker Criterion dan HTMT apabila Akar
AVE > korelasi antara variable serta dari Kriteria HTMT (Heterotrait Monotrait Ratio) Nilai yang
diterima dibawah 0,90 yang mengindikasikan evaluasi discriminant validity diterima(Legate et al.,
2023).

Inner Model, meliputi pengujian hipotesis dimana bila p-value hasil pengujian koefisien jalur
< 0,05 maka hipotesis diterima atau ada pengaruh signifikan antara variabel yang dihipotesiskan. Bila
p-value koefisien jalur mediasi kurang dari 0,05 maka ada pengaruh mediasi signifikan antara
variabel. Nilai effect size f square (f square 0,02 adalah pengaruh rendah; 0,15 adalah pengaruh
sedang; dan 0,35 adalah pengaruh tinggi(Guenther et al., 2023).

Kebaikan kecocokan model, yang dapat dilihat dari nilai R square, Nilai R square secara
kualitatif dibawah 0,00 - 0,19, maka pengaruh rendah, nilai dibawah 0,20-0,33 dikatakan pengaruh
moderat dan nilai 04-0,66 dikatakan pengaruh tinggi. Nilai Standardized Root Mean Square Residual
(SRMR) nilai SRMR dibawah 0,08 -0,10 menunjukan model fit (cocok). PLS Predict, Model PLS
dikatakan mempunyai kekuatan prediksi bila ukuran RMSE (Root mean squared error) atau MAE
(mean absolute error model PLS lebih rendah dibandingkan model regresi linier (LM). Cross-

validated predictive ability test (CVPAT), bila hasil perbedaan loss average PLS lebih rendah dari
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kedua algoritma lainnya maka model PLS mempunyai daya prediksi tinggi atau lebih baik(Vukovi'c,
2024).

Hipotesis:

H1: Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional berpengaruh positif terhadap Kapasitas Aparatur
Sipil Negara dan Prajurit TNI.

H2: Kapasitas Aparatur Sipil Negara dan Prajurit TNI berpengaruh positif terhadap Capaian Indeks
Reformasi Birokrasi Aspek Pertahanan.

H3: Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional berpengaruh positif terhadap Capaian Indeks
Reformasi Birokrasi Aspek Pertahanan melalui Kapasitas Aparatur Sipil Negara dan Prajurit TNI
sebagai variabel mediasi(Yusuf et al., 2024).

HASIL DAN DISKUSI
Figurel. Outer loading-Validitas
x1 Grand Desain of National Bereaucratic Reform 1
0.816 0.737

X1 -+ 0.320—

-0.000 —0.924 e

0.780 0.912

0.226 1.000 Y3

/ Reform Index of Defense Sector

e

0.739 0.923 0.911

M1 M2 1.3

X3

Capacitity of Civil Servants and Military Person

Sumber: Diolah Peneliti, 2025

Gambar di atas menunjukkan hasil uji validitas indikator melalui nilai outer loading dalam
model Structural Equation Modeling (SEM) PLS-4. Berdasarkan kriteria validitas konvergen,
indikator dikatakan valid apabila memiliki nilai outer loading > 0,70. Pada gambar tersebut, seluruh
indikator pada variabel Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (X1-X3), Kapasitas Aparatur
Sipil Negara dan Prajurit TNI (M1.1-M1.3), serta Capaian Reformasi Birokrasi Aspek Pertahanan
(Y1-Y3) menunjukkan nilai outer loading di atas 0,70, berkisar antara 0,737 hingga 0,924. Hal ini
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membuktikan bahwa setiap indikator mampu menjelaskan variabel latennya secara kuat dan
konsisten(Tiwisia et al., 2020).
Table 1. Construct Reliability and Validity

Variable . Composite Composite )

Cronbach's o N Average variance

reliability reliability
alpha (tho a) (tho ) extracted (AVE)

Capacitity of Civil 0.821 0.840 0.895 0.742
Servants and Military
Person
Grand Desain of National 0.730 0.730 0.847 0.649
Bereaucratic Reform
Reform Index of Defense 0.821 0.841 0.895 0.742
Sector

Sumber: Diolah Peneliti, 2025

Hasil uji reliabilitas dan validitas konstruk pada tabel menunjukkan bahwa seluruh variabel
telah memenuhi kriteria yang direkomendasikan untuk penelitian berbasis Partial Least Squares
(PLS). Nilai Cronbach’s Alpha dan Composite Reliability masing-masing berada di atas ambang
batas minimum 0,70 dengan rentang antara 0,730 hingga 0,895 yang menandakan bahwa seluruh item
pertanyaan dalam setiap konstruk memiliki konsistensi internal yang kuat dan dapat dipercaya untuk
mengukur variabel latennya.

Selain itu, nilai Average Variance Extracted (AVE) untuk ketiga variabel, yaitu Capacity of
Civil Servants and Military Personnel (0,742), Grand Design of National Bureaucratic Reform
(0,649), dan Reform Index of Defense Sector (0,742), semuanya melebihi batas minimum 0,50, yang
berarti indikator-indikator dalam masing-masing konstruk mampu menjelaskan lebih dari 50%
varians dari variabel yang diukur. Dengan demikian, hasil ini membuktikan bahwa instrumen
penelitian telah memenuhi kriteria reliabilitas dan validitas konvergen, serta layak digunakan untuk
menguji hubungan kausal antara implementasi Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional,
peningkatan kapasitas aparatur, dan capaian reformasi birokrasi di sektor pertahanan(Afifi & Abbas,

2023).

Table 2. Fornell Lacker Criterion

Variable Capacitity of Civil Grand Desain of Reform Index
Servants and Military National Bereaucratic of Defense
Person Reform Sector
Capacitity of Civil 0.862
Servants and Military
Person
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Variable Capacitity of Civil Grand Desain of Reform Index
Servants and Military | National Bereaucratic of Defense
Person Reform Sector
Grand Desain of National 0.226 0.806
Bereaucratic Reform
Reform Index of Defense 1.000 0.226 0.862
Sector

Sumber: Diolah Peneliti, 2025

Hasil uji validitas diskriminan menggunakan Fornell-Larcker Criterion pada tabel
menunjukkan bahwa akar nilai Average Variance Extracted (AVE) dari masing-masing variabel lebih
tinggi dibandingkan korelasi antarvariabelnya. Nilai diagonal pada tabel (0,862 untuk Capacity of
Civil Servants and Military Personnel, 0,806 untuk Grand Design of National Bureaucratic Reform,
dan 0,862 untuk Reform Index of Defense Sector) semuanya lebih besar dari nilai korelasi di luar
diagonal (0,226 dan 1,000).

Hal ini menunjukkan bahwa setiap konstruk memiliki kemampuan diskriminatif yang baik,
artinya masing-masing variabel mampu membedakan dirinya dari variabel lain secara jelas. Selain
itu, hasil pengujian Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT) dengan nilai di bawah 0,90 turut
memperkuat kesimpulan bahwa model memenuhi kriteria validitas diskriminan, sehingga konstruk

yang digunakan dalam penelitian ini dapat dinyatakan valid(Umar et al., 2021).

Table 3.Discriminant Validity-Heterotrai-Monotrait Rasio (HTMT)

Variable Capacitity of Civil Grand Desain of Reform Index of

Servants and Military National Bereaucratic Defense Sector
Person Reform

Capacitity of Civil

Servants and Military

Person

Grand Desain of 0.295

National Bereaucratic

Reform

Reform Index of 1.217 0.295

Defense Sector

Sumber: Diolah Peneliti, 2025

Hasil uji validitas diskriminan menggunakan kriteria Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT)
pada tabel menunjukkan bahwa nilai korelasi antara konstruk Grand Design of National Bureaucratic

Reform
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dengan Capacity of Civil Servants and Military Personnel adalah 0,295, sedangkan antara Capacity
of Civil Servants and Military Personnel dengan Reform Index of Defense Sector sebesar 1,217.
Berdasarkan kriteria yang direkomendasikan, nilai HTMT yang dapat diterima harus berada di bawah
0,90 untuk memastikan bahwa setiap konstruk memiliki perbedaan konseptual yang jelas. Dengan
demikian, hasil uji menunjukkan bahwa hubungan antara Grand Design dan Capacity masih
memenuhi kriteria validitas diskriminan, namun hubungan antara Capacity dan Reform Index
melebihi ambang batas yang disarankan.

Hal ini mengindikasikan adanya potensi overlap konseptual antara kedua konstruk tersebut,
di mana indikator pengukuran kapasitas aparatur dan capaian reformasi birokrasi pertahanan memiliki
kesamaan dimensi empiris yang cukup tinggi. Meskipun demikian, nilai Average Variance Extracted
(AVE) yang sebelumnya telah memenuhi batas minimal 0,50 tetap menunjukkan bahwa secara
validitas konvergen, setiap konstruk mampu menjelaskan varians indikatornya dengan baik. Oleh
karena itu, meskipun model secara umum valid secara konvergen, diperlukan penyempurnaan dalam
pemilihan atau pengelompokan indikator agar diskriminasi antarvariabel laten menjadi lebih

kuat(Saputra et al., 2021).

Inner Model
Table 4. Pengujian Hipotesis

Variable T statistics P values
Capacitity of Civil Servants and Military Person to Reform Index of | 5886.822 0.000
Defense Sector
Grand Desain of National Bereaucratic Reform to Capacitity of Civil 3.367 0.001
Servants and Military Person
Grand Desain of National Bereaucratic Reform to Reform Index of 0.488 0.626
Defense Sector

Sumber: Diolah Peneliti, 2025

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada Inner Model yang disajikan pada Tabel 4, dapat dijelaskan
bahwa hubungan antarvariabel dalam penelitian ini menunjukkan tingkat signifikansi yang berbeda-
beda. Hubungan pertama antara Capacity of Civil Servants and Military Personnel terhadap Reform
Index of Defense Sector memperoleh nilai 7-statistics sebesar 5886.822 dengan p-value 0.000, yang
jauh lebih kecil dari batas signifikansi 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif
dan signifikan antara kapasitas aparatur dan prajurit terhadap capaian reformasi birokrasi pada aspek
pertahanan. Artinya, semakin tinggi tingkat kompetensi teknis, integritas, inovasi, dan adaptabilitas

personel TNI serta ASN di lingkungan pertahanan, semakin besar pula peningkatan efektivitas dan
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akuntabilitas capaian reformasi birokrasi pertahanan. Temuan ini memperkuat peran strategis sumber
daya manusia sebagai elemen utama dalam keberhasilan implementasi reformasi birokrasi nasional
di sektor pertahanan(Oliveira et al., 2024).

Hubungan kedua, yaitu antara Grand Design of National Bureaucratic Reform terhadap
Capacity of Civil Servants and Military Personnel, menunjukkan nilai 7-statistics sebesar 3.367 dan
p-value 0.001, yang berarti hipotesis diterima karena nilai p lebih kecil dari 0.05. Hasil ini
menegaskan bahwa pelaksanaan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional memiliki pengaruh
signifikan terhadap peningkatan kapasitas aparatur sipil negara dan prajurit TNI. Implementasi
kebijakan reformasi birokrasi yang mencakup delapan area perubahan seperti penataan organisasi,
tata laksana, sistem SDM, serta penguatan akuntabilitas terbukti mampu meningkatkan kompetensi
teknis, profesionalisme, dan kemampuan adaptif personel pertahanan terhadap perubahan sistem
pemerintahan modern. Dengan demikian, reformasi birokrasi tidak hanya bersifat struktural, tetapi
juga berdampak langsung pada penguatan sumber daya manusia pertahanan(Ayugo & Septiana,
2021).

Hubungan ketiga antara Grand Design of National Bureaucratic Reform terhadap Reform Index
of Defense Sector menunjukkan hasil yang berbeda. Nilai 7-statistics hanya 0.488 dengan p-value
0.626, yang jauh di atas ambang batas signifikansi 0.05. Hasil ini mengindikasikan bahwa tidak
terdapat pengaruh langsung yang signifikan antara kebijakan Grand Design Reformasi Birokrasi
Nasional dengan capaian reformasi birokrasi aspek pertahanan. Artinya, penerapan reformasi
birokrasi nasional belum secara langsung meningkatkan capaian indeks reformasi birokrasi di
Kementerian Pertahanan dan TNI, kemungkinan karena proses transformasi birokrasi masih
menghadapi hambatan struktural, resistensi budaya organisasi, dan keterbatasan anggaran untuk
mendukung implementasi di tingkat operasional. Oleh karena itu, pengaruh kebijakan reformasi
birokrasi nasional lebih bersifat tidak langsung melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia
pertahanan(Budi & Wahyudi, 2024).

Kapasitas aparatur dan prajurit TNI berperan sebagai variabel mediasi signifikan dalam
hubungan antara Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional dan capaian reformasi birokrasi
pertahanan. Meskipun kebijakan reformasi birokrasi secara langsung belum berdampak kuat terhadap
capaian indeks reformasi pertahanan, efeknya muncul melalui peningkatan kompetensi dan
profesionalisme aparatur pertahanan. Dengan kata lain, implementasi kebijakan reformasi birokrasi
nasional hanya akan efektif jika disertai dengan pembangunan kapasitas manusia yang memadai. Hal

ini menunjukkan bahwa penguatan SDM menjadi kunci strategis dalam mengoptimalkan dampak
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reformasi birokrasi terhadap efektivitas tata kelola pertahanan negara yang modern, transparan, dan

akuntabel(Tang et al., 2022).
Table 5. F-square

Variable Capacitity of Civil | Grand Desain of Reform Index of
Servants and National Defense Sector
Military Person Bereaucratic
Reform
Capacitity of Civil Servants 99027.865
and Military Person
Grand Desain of National 0.054 0.010
Bereaucratic Reform
Reform Index of Defense
Sector

Sumber: Diolah Peneliti, 2025

Hasil uji F-Square (Effect Size) pada tabel menunjukkan besarnya kontribusi atau pengaruh
antarvariabel dalam model struktural. Nilai F-square sebesar 0,054 antara Grand Design of National
Bureaucratic Reform terhadap Capacity of Civil Servants and Military Personnel menunjukkan
adanya pengaruh kecil namun signifikan, yang berarti reformasi birokrasi nasional memberikan
kontribusi positif terhadap peningkatan kapasitas aparatur dan prajurit, meskipun tidak terlalu besar.

Sementara itu, nilai F-square sebesar 0,010 antara Grand Design of National Bureaucratic
Reform terhadap Reform Index of Defense Sector menunjukkan pengaruh yang sangat lemah, sejalan
dengan hasil pengujian hipotesis sebelumnya yang menunjukkan hubungan langsung tidak signifikan.
Sebaliknya, nilai F-square yang sangat tinggi (99.027,865) antara Capacity of Civil Servants and
Military Personnel terhadap Reform Index of Defense Sector menunjukkan pengaruh yang sangat
besar dan dominan, menandakan bahwa peningkatan kapasitas SDM menjadi faktor paling kuat

dalam menentukan capaian reformasi birokrasi pertahanan(Macro et al., 2023).

Kebaikan dan kecocokan model

Table 6. R- square

Variable R-square R-square adjusted
Capacitity of Civil Servants and Military Person 0.051 0.046
Reform Index of Defense Sector 1.000 1.000

Sumber: Diolah Peneliti, 2025

Hasil uji R-square pada tabel menunjukkan besarnya kemampuan variabel independen dalam
menjelaskan variabel dependen dalam model penelitian. Nilai R-square sebesar 0,051 untuk variabel

Capacity of Civil Servants and Military Personnel mengindikasikan bahwa variabel Grand Design of
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National Bureaucratic Reform hanya mampu menjelaskan sekitar 5,1% variasi perubahan kapasitas
aparatur dan prajurit TNI, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Nilai ini
dikategorikan rendah karena berada di bawah 0,19. Sebaliknya, variabel Reform Index of Defense
Sector memiliki R-square sebesar 1,000, yang berarti model mampu menjelaskan 100% variasi pada
capaian reformasi birokrasi aspek pertahanan secara sempurna.

Nilai yang sangat tinggi ini mengindikasikan bahwa model memiliki tingkat kecocokan
(goodness of fit) yang sangat kuat, di mana kombinasi antara kebijakan Grand Design Reformasi
Birokrasi Nasional dan kapasitas aparatur berhasil sepenuhnya menjelaskan capaian reformasi
birokrasi pertahanan. Dengan demikian, hasil ini memperlihatkan bahwa peningkatan kinerja
reformasi birokrasi pertahanan sangat bergantung pada keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi
nasional yang berfokus pada penguatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Kementerian

Pertahanan dan TNI(Lekkas & Souitaris, 2023).

Tabel 7. Standardized Root Mean Square Residual (SRMR)
Variable Saturated Model Estimated Model
Standardized Root Mean Square Residual (SRMR) 0.124 0.124

Sumber: Diolah Peneliti, 2025

Hasil pengujian Standardized Root Mean Square Residual (SRMR) menunjukkan nilai sebesar
0,124 baik pada Saturated Model maupun Estimated Model. Nilai ini sedikit lebih tinggi dari ambang
batas yang direkomendasikan, yaitu 0,08-0,10, sehingga dapat diartikan bahwa model penelitian ini
belum sepenuhnya memenuhi kriteria goodness of fit secara ideal. Meskipun demikian, nilai SRMR
tersebut masih berada dalam kategori mendekati batas toleransi model fit, yang berarti model secara
keseluruhan tetap dapat diterima dan masih mampu menggambarkan hubungan antarvariabel secara
representatif.

Dalam konteks penelitian tentang pengaruh Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional
terhadap capaian reformasi birokrasi pertahanan, hasil ini menunjukkan bahwa struktur hubungan
antarvariabel yakni kebijakan reformasi birokrasi, kapasitas aparatur, dan capaian indeks reformasi
pertahanan secara umum telah menggambarkan data empiris dengan baik, meskipun masih terdapat
sedikit deviasi yang mungkin berasal dari kompleksitas hubungan antarindikator dalam

model(Gedeona & Trilestari, 2021).
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Table 8. Cross-validated predictive ability test (CVPAT)

Variable PLS loss | IA loss Av‘erage loss t value | p value
difference
Capacitity of Civil Servants and 0.295 0.303 -0.008 1.149 | 0.252
Military Person
Reform Index of Defense Sector 0.295 0.303 -0.008 1.152 | 0.251

Sumber: Diolah Peneliti, 2025

Hasil Cross-Validated Predictive Ability Test (CVPAT) menunjukkan bahwa nilai average loss
difference sebesar —0.008 dengan t-value sekitar 1.15 dan p-value di atas 0.05 untuk kedua variabel,
yaitu Capacity of Civil Servants and Military Personnel serta Reform Index of Defense Sector. Nilai
tersebut menandakan bahwa model Partial Least Squares (PLS) memiliki stabilitas prediktif yang
baik, meskipun kekuatan prediksinya tidak signifikan secara statistik.

Berdasarkan indikator uji PLS Predict, model dapat dikatakan memiliki kemampuan prediksi
yang memadai jika Root Mean Squared Error (RMSE) atau Mean Absolute Error (MAE) model PLS
lebih rendah daripada model regresi linier. Dalam konteks penelitian ini, hasil CVPAT dengan
average loss difference yang negatif menandakan bahwa model PLS memiliki daya prediksi yang
sedikit lebih baik dibandingkan model pembanding, sehingga model penelitian dapat diandalkan
untuk memprediksi hubungan antara kebijakan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional,
kapasitas aparatur pertahanan, dan capaian indeks reformasi birokrasi. Dengan demikian, meskipun
perbedaannya tidak signifikan, model tetap menunjukkan konsistensi dan keandalan dalam

menggambarkan hubungan empiris antarvariabel dalam konteks(Sartor & Beamish, 2020)

Pembahasan

Temuan penelitian ini memperkuat argumen bahwa keberhasilan implementasi Grand Design
Reformasi Birokrasi Nasional sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia di sektor
pertahanan. Hasil uji model empiris menunjukkan bahwa kebijakan reformasi birokrasi berpengaruh
signifikan terhadap peningkatan kapasitas aparatur sipil negara dan prajurit TNI, yang pada gilirannya
memiliki pengaruh dominan terhadap capaian reformasi birokrasi pertahanan. Hal ini menegaskan
bahwa dimensi manusia menjadi inti keberhasilan transformasi birokrasi di lingkungan pertahanan,
di mana profesionalisme, kompetensi teknis, integritas, dan kemampuan adaptif aparatur merupakan
faktor strategis yang menentukan efektivitas kebijakan reformasi(Gazalin & Asiri, 2022).

Namun demikian, hubungan langsung antara kebijakan Grand Design Reformasi Birokrasi

Nasional dan capaian reformasi birokrasi pertahanan tidak signifikan, yang mengindikasikan adanya
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ketidaksesuaian antara indikator reformasi birokrasi nasional dan karakteristik birokrasi pertahanan.
Standar evaluasi reformasi birokrasi nasional yang bersifat generik berfokus pada delapan area
perubahan seperti tata laksana, akuntabilitas, dan pelayanan publik tidak sepenuhnya relevan dengan
kompleksitas fungsi pertahanan yang bersifat strategis, hierarkis, dan berorientasi keamanan nasional.
Ketidaksesuaian ini mendukung Contingency Theory of Public Management (Donaldson, 2001), yang
menegaskan bahwa efektivitas organisasi publik ditentukan oleh kesesuaian antara struktur
organisasi, fungsi kelembagaan, dan konteks operasionalnya(Suprayitno & Abbas, 2024).

Dari perspektif teoretis, hasil ini juga dapat dijelaskan melalui /nstitutional Theory (DiMaggio
& Powell, 1983), di mana tekanan untuk menyeragamkan kebijakan birokrasi sipil ke dalam lembaga
pertahanan menciptakan bentuk coercive isomorphism yang justru mengurangi fleksibilitas dan
efektivitas implementasi kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan diferensiasi indikator reformasi
birokrasi untuk sektor pertahanan yang mempertimbangkan konteks strategisnya, termasuk
kesiapsiagaan operasional, efisiensi logistik pertahanan, interoperabilitas sistem komando, dan
keamanan informasi (Pors & Pallesen, 2021).

Secara praktis, hasil penelitian ini memiliki implikasi kebijakan penting bagi Kementerian
Pertahanan dan Kementerian PANRB untuk melakukan reformulasi indikator reformasi birokrasi
sektor pertahanan agar lebih kontekstual dan fungsional. Diperlukan penguatan kebijakan berbasis
human capital development serta adopsi sistem evaluasi yang menggabungkan efisiensi administratif
dan efektivitas strategis pertahanan. Dengan demikian, reformasi birokrasi pertahanan tidak hanya
selaras dengan prinsip good governance, tetapi juga mampu menjawab tantangan aktual keamanan

nasional dan tuntutan profesionalisme militer di era modern (Mustafa et al., 2022).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Grand Design
Reformasi Birokrasi Nasional memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kapasitas aparatur
sipil negara dan prajurit TNI, yang selanjutnya berdampak kuat terhadap capaian reformasi birokrasi
pada aspek pertahanan. Keberhasilan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertahanan dan
TNI sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang profesional, kompeten, berintegritas,
dan adaptif terhadap perubahan sistem tata kelola pertahanan. Pengaruh langsung kebijakan Grand
Design terhadap capaian reformasi birokrasi pertahanan tidak signifikan, yang menunjukkan bahwa
reformasi birokrasi nasional masih perlu disesuaikan dengan karakteristik birokrasi pertahanan yang

bersifat strategis, hierarkis, dan berorientasi pada keamanan nasional.
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Capaian reformasi birokrasi tersebut harus juga didukung dengan pendekatan kebijakan yang
kontekstual” artinya indikator reformasi birokrasi yang dirancang dan diterapkan di kementerian
pertahanan jangan sama dengan indikator reformasi birokrasi yang bersifat umum tetapi perlu
mempertimbangkan karakteristik, fungsi, dan kebutuhan spesifik dari sektor atau institusi yang
menjadi objeknya dalam hal ini sektor pertahanan negara. Pendekatan kontekstual menekankan
bahwa reformasi birokrasi pertahanan tidak dapat menggunakan standar yang sama dengan instansi
sipil karena sektor pertahanan memiliki orientasi strategis, hierarkis, dan berfokus pada keamanan
nasional. Indikator dan strategi reformasi birokrasi di Kementerian Pertahanan dan TNI harus
menyesuaikan dengan konteks operasional militer seperti efektivitas dan efisiensi rantai komando,
kesiapsiagaan operasional, dan keamanan informasi bukan hanya efisiensi administratif atau
pelayanan publik seperti di lembaga sipil. Pendekatan ini sejalan dengan Contingency Theory of
Public Management yang menegaskan bahwa efektivitas kebijakan publik hanya dapat dicapai jika
struktur dan instrumen kebijakan disesuaikan dengan konteks lingkungan dan karakteristik
organisasi.

Kontribusi utama penelitian ini menegaskan urgensi penerapan reformasi birokrasi berbasis
konteks di sektor pertahanan, di mana indikator dan strategi reformasi tidak dapat diseragamkan
dengan sektor sipil karena perbedaan karakteristik kelembagaan, fungsi strategis, dan orientasi
keamanan nasional. Sejalan dengan Contingency Theory of Public Management, efektivitas
kebijakan publik hanya dapat dicapai jika struktur, instrumen, dan indikator kebijakan disesuaikan
dengan konteks operasional organisasi. Oleh karena itu, reformasi birokrasi di Kementerian
Pertahanan dan TNI perlu dirancang dengan pendekatan kebijakan yang kontekstual, yang
mempertimbangkan karakteristik sistem komando militer, efisiensi pengambilan keputusan,
kesiapsiagaan operasional, serta keamanan informasi.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup analisis yang masih berfokus pada
variabel kapasitas aparatur sipil negara dan prajurit TNI sebagai faktor mediasi tunggal, tanpa
mempertimbangkan variabel lain seperti budaya organisasi, kepemimpinan strategis, atau dukungan
teknologi informasi yang juga berpotensi memengaruhi keberhasilan reformasi birokrasi pertahanan.

Saran bagi penelitian ke depan, disarankan agar dilakukan pendekatan mixed methods dengan
menambahkan analisis kualitatif guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang
faktor-faktor kontekstual yang memengaruhi efektivitas reformasi birokrasi di sektor pertahanan.

Penelitian selanjutnya juga perlu mengembangkan model reformasi birokrasi adaptif yang
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memasukkan variabel kesiapsiagaan organisasi, kepemimpinan militer, serta integrasi sistem digital

pertahanan agar hasilnya lebih aplikatif bagi perumusan kebijakan nasional.
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ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai pembentukan koalisi partai politik dalam mengusung calon tunggal di
Pilkada Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024. Koalisi partai politik pengusung calon tunggal yang terdiri dari
9 partai politik. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pembentukan koalisi partai politik dalam
pengusungan calon tunggal pada Pilkada Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan
teori pembentukan koalisi partai politik menurut Arend Lijphart, yang terbagi ke dalam 5 jenis pembentukan
koalisi partai politik yaitu Minimal Winning Coalitions, Minimum Size Coalitions, Bargaining Propositions,
Minimal Range Coalitions dan Minimal Connected Winning Coalitions. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan
bahwa: Pertama, Koalisi partai politik dalam Pilkada Dharmasraya 2024 bersifat gemuk dan pragmatis,
dibentuk untuk memastikan kemenangan calon tunggal, bukan untuk efesiensi kekuasaan. Kedua, proses
pembentukan koalisi tidak melalui proses tawar menawar politik (bargaining), karena keputusan sepenuhnya
ditentukan oleh DPP partai. Ketiga, kesamaan ideologi antar partai tidak menjadi dasar pembentukan koalisi,
penyatuan lebih didorong oleh kepentingan strategis untuk memenangkan calon. Keempat, keterhubungan
partai bersifat pragmatis dan personalistik, berfokus pada dukungan terhadap figur Annisa Suci sebagai simbol
kesinambungan kekuasan lokal. Kelima, dominasi elit pusat melemahkan demokrasi lokal, menunjukkan
bahwa politik daerah masih dikendalikan oleh struktur elit pusat.

Kata Kunci: Koalisi Partai Politik, Calon Tunggal, Pilkada

ABSTRACT

This study discusses about the formation of political party coalitions in supporting a single candidate in the
2024 Dharmasraya Regency Election. The political party coalition supporting the single candidate consists of
nine political parties. The purpose of this study is to analyze the formation of political party coalitions in
supporting a single candidate in the 2024 Dharmasraya Regency Election. This study uses Arend Lijphart's
theory of political party coalition formation, which is divided into five types of political party coalition
formation, namely Minimal Winning Coalitions, Minimum Size Coalitions, Bargaining Propositions, Minimal
Range Coalitions, and Minimal Connected Winning Coalitions. The method used in this study is a qualitative
approach with a case study method. The results of this study show that: First, the political party coalition in
the 2024 Dharmasraya Regional Election is large and pragmatic, formed to ensure the victory of the single
candidate, not for the efficiency of power. Second, the coalition formation process did not go through a
political bargaining process, as the decision was entirely determined by the party's central leadership. Third,
ideological similarities between parties were not the basis for coalition formation, unification was driven more
by strategic interests to win the election. Fourth, party connections were pragmatic and personalistic, focusing
on support for Annisa Suci as a symbol of local power continuity. Fifth, the dominance of the central elite
weakened local democracy, indicating that regional politics was still controlled by the central elite structure.

Keyword : Political Party Coalition, Single Candidate, Regional Elections
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PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan sarana demokrasi lokal yang memberi ruang
bagi masyarakat untuk memilith pemimpin daerah secara langsung. Pada Pilkada serentak 27
November 2024, tercatat 37 Provinsi dan 508 Kabupaten/Kota turut berpartisipasi. Provinsi Sumatera
Barat menjadi salah satu wilayah yang turut berpartisipasi, dengan 19 kabupaten/kota yang ambil
bagian dalam proses elektoral tersebut. Salah satu fenomena yang kembali muncul adalah hadirnya
pasangan calon tunggal, yang terjadi di 1 Provinsi, 5 kota, dan 31 kabupaten, termasuk Kabupaten
Dharmasraya yang berada di Provinsi Sumatera Barat.

Fenomena calon tunggal bukan hal baru dan telah terjadi sejak 2015, dengan trend
peningkatan pada setiap periode. Munculnya calon tunggal umumnya disebabkan oleh sulitnya bakal
calon memperoleh dukungan partai politik maupun tidak terpenuhinya syarat dukungan bagi calon
independen. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XII/2015 semakin memantapkan
legalitas penyelenggaraan pilkada meskipun hanya terdapat satu pasangan calon. Kecenderungan
munculnya calon tunggal tidak dapat dilepaskan dari beberapa faktor, seperti tidak terpenuhinya
syarat dukungan partai politik bagi bakal calon, kesulitan dalam memperoleh dukungan, hingga
konfigurasi kekuatan politik yang terlalu dominan pada satu poros koalisi.

Dalam konteks Dharmasraya Tahun 2024, hanya satu pasangan calon Annisa Suci Ramadani
dan Leli Arni yang akhirnya maju, setelah sebelumnya terdapat dua bakal pasangan calon yang
rencana akan bertarung. Kondisi ini dipengaruhi mekanisme pencalonan dan verifikasi yang
menyebabka hanya satu paslon yang memenuhi syarat. Pasangan ini diusung oleh sembilan partai
politik pemilik kursi di DPRD, sehingga hal tersebut menciptakan koalisi yang sangat besar (oversize
coalitions). Dominasi politik tersebut membuat tidak ada partai tersisa yang dapat memenuhi ambang
batas 20% kursi DPRD untuk mengusung calon alternatif.

Konstestasi koalisi gemuk ini mencerminkan bagaimana kepentingan politik lokal dapat
terpusat dan menyatu dalam satu poros kekuasaan. Hal ini tidak hanya mengeliminasi ruang bagi
munculnya pasangan calon alternatif, tetapi juga memunculkan implikasi serius bagi kualitas
demokrasi lokal. Ketiadaan oposisi membuat fungsi kontrol politik melemah, dan membuka potensi
bagi dominasi elite lokal dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks Dharmasraya,
sembilan partai politik yang berkoalisi menguasai lebih dari 90% kursi DPRD. Sementara itu, satu
partai yang tersisa tidak memenuhi ambang batas pencalonan sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dengan demikian, secara struktural tidak tersedia ruang politik bagi

hadirnya pesaing lain.
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Ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah dimaksudkan untuk memastikan bahwa
calon yang maju merupakan figur yang memiliki dukungan politik yang memadai. Namun, dalam
praktiknya, aturan ini juga berpotensi menjadi hambatan bagi munculnya kompetisi elektoral yang
sehat ketika seluruh partai politik memilih untuk berkoalisi dalam satu blok kekuatan. Kondisi inilah
yang terlihat jelas pada Pilkada Dharmasraya tahun 2024.

Koalisi besar dalam Pilkada Dharmasraya tidak terbentuk berdasarkan kesamaan ideologi,
tetapi lebih dipandu oleh kepentingan pragmatis untuk memenangkan kontestasi tanpa lawan. Pola
ini sejalan dengan temuan berbagai penelitian terdahulu di tingkat lokal maupun nasional, yang
menunjukkan kecenderungan koalisi partai politik di Indonesia lebih bersifat pragmatis, office
seeking, dan tidak didasarkan pada kesamaan kebijakan atau platform (policy blind coalition).
Kondisi tersebut membuka potensi melemahnya kompetisi elektoral dan fungsi oposisi, serta
menguatkan dominasi elite politik lokal.

Berdasarkan kondisi dan keadaan tersebut, penting untuk dilakukan kajian terkait bagaimana
pembentukan koalisi dalam mengusung calon tunggal di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembentukan koalisi partai politik dalam pengusungan
calon tunggal pada Pilkada Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024. Penelitian ini berfokus pada
pembentukan koalisi dari sembilan partai politik dalam mengusung satu pasangan calon tunggal di
Kabupaten Dharmassraya tahun 2024, dengan menelaah proses, motif serta dinamika politik yang

melatarbelakangi koalisi gemuk dalam pemilihan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggukanan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam dinamika
pembentukan koalisi partai politik dalam mengusung calon tunggal pada Pilkada Kabupaten
Dharmasraya Tahun 2024. Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus instrinsik. tudi kasus
intrinsik dipilih karena penelitian ini secara khusus bertujuan memahami bentuk dan dinamika
koalisi sembilan partai politik yang mengusung satu pasangan calon pada Pilkada Dharmasraya
Tahun 2024. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dengan alasan bahwa penelitian ini
berupaya menyajikan gambaran sistematis, faktual, dan akurat mengenai pola koalisi partai politik
serta faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan
dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui interaksi
langsung dengan informan yang memiliki keterkaitan dengan fenomena penelitian, sedangkan data
sekunder dihimpun dari berbagai sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, laporan resmi, peraturan,
dokumen kebijakan, berita, dan literatur lainnya yang mendukung analisis penelitian. Adapun teknik

pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam dan studi dokumentasi.
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HASIL DAN DISKUSI

Pembentukan koalisi partai politik pada Pilkada Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024
menunjukkan pola yang berbeda dari tipologi koalisi minimal menurut Arend Lijphart. Koalisi yang
mengusung pasangan calon tunggal Annisa Suci Ramadani — Leli Arni justru melibatkan sembilan
partai politik sekaligus, sehingga membentuk oversized coalition yang bersifat pragmatis. Temuan
ini memperlihatkan bahwa koalisi dibangun bukan berdasarkan efisiensi jumlah partai, kedekatan
ideologi, maupun proses tawar-menawar politik, tetapi dipengaruhi oleh faktor kekuasaan, instruksi
pusat, serta jaringan politik lokal.

Pertama, teori Minimal Winning Coalition dan Minimum Size Coalition tidak terkonfirmasi
dalam kasus Dharmasraya. Meskipun syarat pencalonan hanya memerlukan 20% kursi DPRD, partai-
partai tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi partai lain untuk bergabung. Tidak ada pembatasan
jumlah partai, karena semakin banyak partai dianggap semakin memperkuat peluang kemenangan
dan menutup kemungkinan munculnya lawan politik. Koalisi besar yang terbentuk lebih
mencerminkan orientasi dominasi politik ketimbang efisiensi koalisi.

Kedua, proses pembentukan koalisi tidak menunjukkan adanya bargaining proposition di
tingkat lokal. Keputusan pencalonan sepenuhnya ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP),
sementara kader di daerah hanya mengikuti instruksi. Negosiasi yang terjadi hanya bersifat teknis
(pembagian tugas pemenangan), bukan tawar-menawar substantif terkait calon maupun pembagian
kekuasaan. Hal ini mengonfirmasi karakter sentralistik partai politik dalam penentuan calon kepala
daerah.

Gambar 5. 1

Surat Keputusan DPP Partai PPP tentang Rekomendasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati

Sumber : Data sekunder, diperoleh dari pengurus partai politik ppp
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Ketiga, teori Minimal Range Coalition juga tidak sejalan dengan temuan lapangan. Koalisi
yang terbentuk berisi partai-partai dengan orientasi ideologis berbeda: nasionalis, nasionalis-populis,
Islam tradisional, dan Islam modernis. Perbedaan ideologi tidak menjadi hambatan, karena semua
partai sepakat mengesampingkan identitas ideologis demi tujuan pragmatis memenangkan calon
tunggal. Kesamaan ideologi tidak menjadi dasar koalisi; faktor strategis dan kepentingan elektoral
jauh lebih dominan.

Keempat, dinamika koalisi lebih mendekati karakter Minimal Connected Winning Coalition,
tetapi keterhubungan antarpartai bukan karena kedekatan ideologi, melainkan karena hubungan
personal antar-elite serta legitimasi figur calon. Pengaruh genealogis Annisa sebagai putri dari mantan
Bupati pertama Dharmasraya, Marlon, menjadi faktor penting dalam memudahkan komunikasi lintas
partai. Hubungan sosial dan jaringan politik yang telah lama terbangun antara Marlon, elite partai,

dan tokoh lokal menjadi penghubung yang mengonsolidasikan koalisi secara pragmatis.

Tabel 1.1
Daftar Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya dari Tahun 2004
No Nama Bupati Nama Wakil Bupati Periode Jabatan
1. Marlon Martua Situmeang  Tugimin 2005 - 2010
2. Adi Gunawan Syafruddim R. 2010 -2015
3. Sutan Riska Tuanku Amrizal Dt. Rajo Medan 2016 - 2021
Kerajaan
4. Sutan Riska Tuanku Dasril Panin Datuk Labuan 2021 - 2025
Kerajaan
5. Annisa Suci Ramadhani Leli Arni 2025 -2030

Sumber : Data diolah peneliti

Temuan penelitian juga menunjukkan adanya peran dominan aktor oligarkis lokal. Marlon
berperan sebagai kingmaker yang memfasilitasi komunikasi, membentuk konsensus tidak tertulis
antarpartai, dan memastikan tidak ada calon alternatif yang muncul. Hal ini memperlihatkan
bagaimana kekuasaan lokal dapat memengaruhi arah keputusan partai serta menciptakan kondisi
calon tunggal. Secara keseluruhan, pembentukan koalisi dalam Pilkada Dharmasraya Tahun 2024
merupakan koalisi besar yang pragmatis, tidak dibangun berdasarkan pertimbangan ideologi atau
efisiensi sebagaimana teori Lijphart. Koalisi ini lebih tepat dipahami sebagai bentuk konsolidasi
kekuasaan yang didorong oleh instruksi pusat, pragmatisme elektoral, serta pengaruh oligarki lokal,

sehingga menghasilkan skenario calon tunggal melalui eliminasi peluang munculnya kompetitor.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data lapangan, dapat disimpulkan bahwa dinamika
pembentukan koalisi di Dharmasraya menunjukkan karakter yang berbeda dari tipologi koalisi yang
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dijelaskan Lijphart. Koalisi partai politik yang mengusung pasangan Annisa Suci Ramadhani—Leli
Arni tidak terbentuk berdasarkan efisiensi kekuasaan, kesamaan ideologi, ataupun proses tawar-
menawar antarpartai, melainkan lebih didorong oleh kepentingan pragmatis dan dominasi keputusan
dari elit pusat (DPP).

Koalisi yang terbentuk bersifat gemuk dan pragmatis, bukan efisien. Alih-alih
membentuk Minimal Winning Coalition atau Minimum Size Coalition sebagaimana teori Lijphart,
partai-partai di Dharmasraya justru membangun koalisi besar yang melibatkan sembilan partai
politik. Strategi ini bertujuan untuk mengamankan kemenangan dan menutup peluang munculnya
lawan politik. Artinya, efisiensi jumlah partai tidak menjadi pertimbangan utama, karena tujuan
koalisi lebih diarahkan pada penguasaan total atas arena politik lokal.

Tidak terdapat proses tawar menawar politik (Bargaining Proposition) di tingkat lokal.
Keputusan untuk mendukung pasangan calon tunggal sepenuhnya ditentukan oleh Dewan Pimpinan
Pusat (DPP) masing-masing partai. Kader partai di daerah tidak memiliki ruang negosiasi untuk
menentukan arah dukungan. Hal ini menandakan kuatnya sentralisasi dalam tubuh partai politik dan
lemahnya demokrasi internal, di mana struktur pusat memiliki kontrol penuh terhadap keputusan
politik di daerah.

Kesamaan ideologi antar partai bukan menjadi dasar pembentukan koalisi. Dalam
konteks teori Minimal Range Coalition, idealnya partai berkoalisi dengan partai yang memiliki
kedekatan ideologis. Namun, di Dharmasraya, koalisi terbentuk antara partai-partai dengan ideologi
berbeda (Nasionalis, Islam, dan Populis) tanpa mempermasalahkan perbedaan tersebut. Faktor utama
penyatuan koalisi adalah kepentingan strategis untuk memenangkan pasangan calon tunggal, bukan
karena kesamaan nilai politik atau orientasi ideologis.

Keterhubungan antar partai bersifat pragmatis, bukan ideologis. Jika dalam teori
Minimal Connected Winning Coalition keterhubungan dibangun melalui kesamaan nilai atau
orientasi politik, maka dalam kasus Dharmasraya keterhubungan yang terjadi bersifat personalistik.
Partai-partai terhubung karena sama-sama memiliki kepentingan untuk mendukung figur Annisa Suci
Ramadhani, yang memiliki legitimasi genealogis sebagai putri dari mantan Bupati pertama
Dharmasraya. Hal ini menunjukkan bahwa loyalitas partai lebih berorientasi pada figur calon
daripada pada visi politik bersama.

Dominasi elit pusat memperkuat pola politik sentralistik dan melemahkan demokrasi
lokal. Pembentukan koalisi di tingkat daerah tidak mencerminkan kemandirian politik lokal,
melainkan memperlihatkan struktur politik vertikal di mana keputusan diambil oleh elit partai di

pusat. Dominasi DPP dalam menentukan arah koalisi menunjukkan bahwa politik lokal di
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Dharmasraya masih berada dalam kendali oligarki partai dan belum sepenuhnya mencerminkan
praktik demokrasi yang partisipatif. Fenomena ini menunjukkan bahwa teori Lijphart belum mampu
untuk menjelaskan jenis koalisi yang terbentuk dalam Pilkada Kabupaten Dharmasraya, sehingga
peneliti merumuskan untuk mendukung hasil penelitian itu dengan teori office-seeking menurut
Riker, yaitu bahwa partai politik membentuk koalisi bukan karena kesamaan ideologi atau
kepentingan kebijakan, tetapi karena ingin untuk memaksimalkan peluang memperoleh jabatan dan
sumber daya politik. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan
koalisi partai politik pada Pilkada Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 bersifat pragmatis, elitis, dan
sentralistik. Koalisi besar yang terbentuk bukanlah hasil dari rasionalitas politik sebagaimana
dijelaskan Lijphart, tetapi merupakan strategi kekuasaan untuk memastikan kemenangan tanpa

kompetitor.
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ABSTRACT

This research analyzes the masalah rendahnya perolehan suara Partai Golkar di Pemilu sebelumnya di Jawa
Barat, amidst the post-reform transformation that demands innovative political communication strategies for
the 2024 election, particularly facing the intense competition from Gerindra and PKS. The main objective is
to explore defensive strategies (internal cadre consolidation, loyalty of the mass base through central-regional
coordination) and offensive strategies (expanding support via Instagram social media, agenda setting on
issues of economic development, political stability, MSME empowerment, and cadre experience), to
understand the factors behind achieving the top position. The method applied is qualitative descriptive, using
in-depth interviews with DPD Golkar West Java officials (Informan H. Kusnadi and Gunawan), campaign
observations, social media content analysis, KPU data, and Rogers & Dearing’s agenda setting theory,
processed through Miles & Huberman's data reduction, presentation, verification, and source-method
triangulation. The results show that Golkar obtained 4,292,082 votes (16.33%) in the West Java DPR RI and
3,590,621 votes (15.83%, 19 seats) in the DPRD, driven by a positive image through mass media that subdued
negative issues and pro-people programs, although criticized as manipulative. The conclusion is that the
integrated strategy is effective but needs authenticity on the ground for sustainability. The contribution
includes an electoral benchmark based on data technology for other parties, political education for West Java
society, and enrichment of political science in Indonesia.

Keyword: Strategy, Golkar Party, 2024 Election, West Java.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis masalah rendahnya perolehan suara Partai Golkar di Pemilu sebelumnya di Jawa
Barat, di tengah transformasi pasca-reformasi yang menuntut strategi komunikasi politik inovatif untuk Pemilu
2024, khususnya menghadapi kompetisi ketat dari Gerindra dan PKS. Tujuan utama adalah mendalami strategi
defensif (konsolidasi internal kader, loyalitas basis massa melalui koordinasi pusat-daerah) dan ofensif
(ekspansi dukungan via media sosial Instagram, agenda setting pada isu pembangunan ekonomi, stabilitas
politik, pemberdayaan UMKM, serta pengalaman kader), guna memahami faktor pencapaian posisi teratas.
Metode kualitatif deskriptif diterapkan dengan wawancara mendalam pengurus DPD Golkar Jawa Barat
(Informan H. Kusnadi dan Gunawan), observasi kampanye, analisis konten media sosial, data KPU, serta teori
agenda setting Rogers & Dearing, diolah melalui reduksi, penyajian, dan verifikasi Miles & Huberman dengan
triangulasi sumber-metode. Hasil menunjukkan Golkar meraih 4.292.082 suara (16,33%) di DPR RI Jawa
Barat dan 3.590.621 suara (15,83%, 19 kursi) di DPRD, didorong citra positif melalui media massa yang
meredam isu negatif serta program pro-rakyat, meski dikritik manipulatif. Strategi terintegrasi efektif, tapi
perlu autentisitas lapangan untuk keberlanjutan. Kontribusi: tolak ukur elektoral berbasis data-teknologi bagi
partai lain, pendidikan politik masyarakat Jawa Barat, dan pengayaan ilmu politik Indonesia.

Kata Kunci: Strategi, Partai Golkar, Pemilu 2024, Jawa Barat.

PENDAHULUAN
Indonesia sebagai negara demokrasi secara rutin menyelenggarakan Pemilithan Umum

(Pemilu) sebagai wujud nyata kedaulatan rakyat. Dalam sistem demokrasi perwakilan yang

28



Satryo Putra Pratama’, Elsyam Alfarisi?, Yanuar Alfiansyah’, Strategi Partai Golkar Dalam
Meningkatkan Perolehan Suara Pada Pemilu Jawa Barat 2024, JSIPOL, Vol.5 Issue.l No.3, Januari
31, 2026

diterapkan, partai politik berperan krusial sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah
melalui proses pemilu (Ramadhan, 2021). Partai Golkar, salah satu partai politik terbesar di
Indonesia, telah mengalami transformasi signifikan sejak era orde baru hingga masa reformasi, dan
terus berupaya mempertahankan posisinya dalam kancah politik nasional (H. P. Sari & Galih, 2020).
Menjelang Pemilu 2024, Golkar berkomitmen untuk meraih kemenangan di tingkat legislatif maupun
eksekutif dengan mengimplementasikan dua strategi utama : defensif dan ofensif. Strategi defensif
fokus pada mempertahankan basis dukungan yang sudah ada dengan memperkuat konsolidasi
internal partai. Partai Golkar memaksimalkan koordinasi dan komunikasi antar pengurus dari pusat
hingga daerah, memastikan seluruh kader solid dan bersatu. Konsolidasi ini juga melibatkan
simpatisan, sayap partai, dan relawan guna menjaga loyalitas dan mencegah pergeseran dukungan ke
partai lain.

Melalui pendekatan ini, Golkar berupaya menjaga pijakan politik yang telah di bangun
sekaligus meminimalkan risiko perpecahan internal yang dapat melemahkan kekuatan partai.
Sementara itu, strategi ofensif diarahkan untuk memperluas basis dukungan dengan melakukan
pemetaan dan survey pemilihan potensial berdasarkan hasil pemilu sebelumnya. Golkar menggerakan
kader hingga tingkat akar rumput untuk aktif berinteraksi dengan masyarakat, menyerap aspirasi dan
menyosialisasikan program partai secara masif, termasuk melalui media sosial dan media elektronik
sebagai bagian dari kampanye udara (Djuyandi & Akbar, 2023). Strategi ini bertujuan untuk
menambahkan jumlah pendukung baru dan bisa menembus wilayah politik lain dengan
mengombinasikan kedua strategi tersebut, Partai Golkar berharap dapat memenangkan Pemilu 2024

dan mengembalikan posisinya sebagai kekuatan politik utama di Indonesia.

Tabel 1.1 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI
Tingkat Provinsi Jawa Barat Pemilu Tahun 2024

NAMA PARTAI ‘ PEROLEHAN SUARA PERSENTASE

PARTAI GOLONGAN GOLKAR 4.292.082 16,33%

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 4.197.376 15,96%

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 3.505.195 13,33%
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA

PERJUANGAN 2.983.432 11,35%

PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 2.876.990 10,94%

PARTAI AMANAT NASIONAL 1.885.165 7,17%

PARTAI DEMOKRAT 1.779.410 6,77%

PARTAI NASIONAL DEMOKRAT 1.689.044 6,42%

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 1.197.820 4,56%

PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA 744.452 2,83%

(Sumber: KPU RI).
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Pada tabel 1.1 menunjukkan perolehan suara Partai Golkar pada pemilu 2024 khususnya
wilayah Jawa Barat mendapatkan suara sebanyak 16,33 % atau 4.292.082 suara. Dimana sangat jelas
sekali bahwa Partai Golkar adalah partai yang paling banyak mendapatkan suara pada pemilu 2024

di wilayah Jawa Barat.

Tabel 1.2 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Provinsi Jawa Barat Pemilu Tahun 2024

GERINDRA 4.299.645 20 16,67%
PKS 3.801.816 19 15,83%
GOLKAR 3.590.621 19 15,83%
PDIP 2.970.222 17 14,17%
PKB 2.850.963 15 12,50%
DEMOKRAT 1.727.060 8 6,67%
PAN 1.632.627 7 5,83%
NASDEM 1.553.373 8 6,67%
PPP 1.163.771 6 5,00%

PSI 666.949 1 0,83%

(Sumber: KPU Jawa Barap).

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa Partai Golkar mendapat perolehan kursi DPRD Jawa Barat
sebanyak 19 kursi. Menurut data KPU Provinsi Jawa Barat Pemilu 2024, Partai Golkar merupakan
partai ketiga terbanyak yang mendapatkan perolehan suara. Partai Golkar mendapatkan 3.590.621
suara dari penduduk yang ada di Provinsi Jawa Barat. Berarti Partai Golkar menduduki DPRD Jawa
Barat sebanyak 15,83%.

Menurut Wibisono et al (2023) menyatakan bahwa Strategi Pemilu 2024 yang dipakai oleh
Partai Golkar ada dua pendekatan utama, yaitu strategi defensif dan strategi ofensif. Seharusnya Partai
Golkar melakukan pendekatan kepada masyarakat menggunakan strategi berbasis data dan teknologi,
serta pendekatan yang humanis. Menurut Nurfebriansyah & Djuyandi (2024) menyatakan bahwa ada
3 strategi komunikasi politik pada salah satu kader partai golkar: (1) merawat ketokohan dan
memantapkan kelembagaan, (2) menciptakan kebersamaan dengan masyarakat, (3) membangun
konsensus hingga kompromi politik. Seharusnya dengan strategi ini Partai Golkar mendapatkan

perhatian dari masyarakat dan memperoleh suara yang cukup banyak dari pemilihnya. Menurut
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Meifilina, (2021) menyatakan bahwa Partai Golkar dalam Pemilu 2024 menggunakan media sosial
seperti Facebook dan Instagram sebagai strategi utama dalam komunikasi politik dan melakukan
Pendidikan politik kepada masyarakat, khususnya generasi milenial. Seharusnya dengan metode
tersebut Partai Golkar mendapatkan basis suara yang cukup banyak dari kalangan generasi milenial.
Menurut Habibah et al., (2025) menyatakan bahwa pendidikan Politik Golkar mengalami tranformasi
positif dari 2019 sampai 2024 dengan pendekatan yang lebih modern dan partisipatif. Seharusnya
dengan menggunakan pendekatan yang lebih modern ini dapat mampu memperkuat partisipasi politik
yang berkualitas. Menurut Harahap, (2024) menyatakan bahwa untuk memenangkan pemilu 2024
tidak terlepas dari strategi komunikasi politik yang efektif seperti menekankan pentingnya kombinasi
konsolidasi kader dengan pendekatan personal. Oleh karena itu, kajian ini memilih strategi
komunikasi Politik Golkar ini mendapatkan dukungan baik dari generasi tua maupun generasi muda.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari bagaimana strategi Partai Golkar dalam
memperoleh suara pada Pemilu Jawa Barat 2024. Bukan hanya sekedar strategi dasar, melainkan
peneliti ingin benar-benar mendalami bagaimana cara Partai Golkar mendapatkan banyak perolehan
suara sehingga menjadi partai yang menduduki parlemen terbesar pertama pada tingkat DPR RI Jawa
Barat. Penelitian tersebut sangat penting, karena dengan adanya penelitian ini dapat menjadi tolak
ukur bagi partai-partai politik lain dalam menyusun strategi yang relevan dan sesuai dengan dinamika
politik Indonesia khususnya di wilayah Jawa Barat. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap
masyarakat luas dalam pelaksanaan pendidikan politik. Kontribusi lainnya yaitu sebagai bahan
pelajaran bagi partai politik lain. Bagaimana cara menaikkan kepercayaan publik dan mendapatkan

perolehan suara yang cukup banyak pada pemilu-pemilu yang akan datang.
TINJAUAN PUSTAKA

Sejarah Partai Golkar

Pada awal berdirinya Golkar bukan mewujudkan sebuah partai, melainkan Golongan Karya.
Ide awal Golkar yaitu sebagai sistem perwakilan (alternatif) dan dasar perwakilan lembaga-lembaga
representatif. Pada tahun 1957 adalah masa awal berdirinya organisasi Golkar. Pada waktu itu sistem
multipartai mulai berkembang di Indonesia. Golkar sebagai sebuah alternatif merupakan organisasi
yang terdiri dari golongan-golongan fungsional (H. P. Sari & Galih, 2020). Partai Golkar berdiri di
tahun 1964, Golkar pada awalnya memiliki fungsional, Golkar dahulu menjadi wadah bagi kelompok
fungsionaris, pengusaha, dan petani yang mendukung pemerintahan Soekarno (Ayunda et al., 2024).

Pada awal 20 Oktober 1964, didirikan Sekber Golkar oleh Soeharto dan Sudirman, sebagai respons
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dari Peraturan Presiden No.193 tahun 1964 yang mengintruksikan seluruh organisasi dalam Nasional
bergabung dengan parpol atau membentuk organisasi sendiri. Sekber Golkar pun berdiri sebagai
wadah dari golongan karya yang tidak berada di bawah pengaruh politik tertentu (Golkar, 2022) .
Pada awal berdirinya Sekber Golkar di dukung oleh para perwira ABRI. Pada Pemilu 1971
penyederhanaan organisasi dikumpulkan dalam tujuh kino (Kelompok Induk Organisasi) yang enam
dari tujuh ketua kino adalah militer. (D. Sari et al., 2021). Sejarah Partai Golkar bermula pada tahun
1964 dengan membentuk sebuah panitia yang terdiri dari anggota GMP (Gerakan Militer Pelajar),
kelompok cendekiawan, dan militer, untuk mempersiapkan “Piagam Pernyataan Dasar Karyawan”
(Huda, 2021). Partai Golkar berjuang demi terwujudnya Indonesia baru yang maju, modern, bersatu,
damai, adil dan makmur dengan masyarakat yang beriman dan bertaqwa, berahlak baik, menjunjung
tinggi hak asasi manusia, cinta tanah air, demokratis, dan adil dalam tatanan masyarakat madani yang
mandiri, terbuka, egaliter, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan
teknologi, memiliki etos kerja dan semangat kekaryaan, serta disiplin yang tinggi (Siregar, 2016).
Pemilu Orde Baru merupakan periode kejayaan Golkar dalam ranah politik Indonesia.
Sejumlah kebijakan politik pemerintah memberikan keuntungan bagi kemenangan Golkar (Agustyna,
2016). Golongan Karya memiliki beberapa basis massa sosial politik untuk mendukung
keberlangsungan pemenangan pemilunya. Pada sejarah berdirinya Partai Golkar, terdapat 3
organisasi yang mendirikan golongan karya yaitu organisasi KOSGORO yang memiliki bidang
ekonomi, organisasi SOKSI yang memiliki bidang pekerja atau buruh, dan organisasi MKGR yang
fokus bidangnya pada Pendidikan (Rahagi, 2019). Golkar harus hidup mandiri tanpa kekuatan
birokrasi dan ABRI seperti masa-masa sebelumnya, Tetapi Golkar juga di tuntut untuk lebih bersikap

demokratis, sesuai dengan tuntutan reformasi (Turmudi & Muchtar, 2021).

Strategi

Strategi merupakan proses seseorang dalam membuat rencana yang memfokuskan tujuan diri
guna mencapai hasil yang telah diharapkan (Kusuma et al., 2023). Strategi pembelajaran adalah
bagian yang saling berhubungan dengan yang lain dan tidak lepas dari suatu komponen utama yang
dapat mendukung bagaimana metode dalam melakukan suatu aktivitas pembelajaran serta
membagikan suatu pengalaman pembelajaran dengan menggunakan media yang canggih seperti
teknologi pembelajaran (Hasriadi, 2022). Pembelajaran era digital saat ini menjadi keharusan untuk
setiap Lembaga Pendidikan, metode-metode lama (konvensional) sedikit banyak sudah Lembaga
Pendidikan, meskipun sebagai masih ada yang mempertahankan cara-cara lama dan tetap mengikuti

cara baru sebagai penyesuaian diri Lembaga Pendidikan karena tuntutan zaman (Azis, 2019).
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Dalam perolehan suara Partai Golkar di Pemilu Jawa Barat 2024 memiliki dua strategi yaitu:
Strategi Ofensif (menyerang)

Strategi Ofensif yaitu strategi perluasan pasar dalam penerapan peraturan baru, untuk
menjalankan program yang telah dirancangnya dengan cara menetukan tujuan, faktor yang
mempengaruhi, pengarahan apa yang dilakukan, dan tindakan apa yang dilakukan. Strategi ofensif
selalu dibutuhkan apabila partai ingin meningkatkan jumlah pemilihnya atau apabila pihak eksekutif
ingin mengimplementasikan sebuah proyek. Pada dasarnya, semua strategi ofensif yang diterapkan
pada saat kampanye pemilu harus menampilkan perbedaan yang jelas dan menarik antara suatu
kekuatan politik dengan partai partai pesaing yang ingin diambil alih pemilihnya (Djuyandi & Akbar,
2023)

Strategi Defensif (bertahan)

Strategi Defensif menyangkut strategi untuk mempertahankan basis konstituen (pemilih
tradisionalnya) dan strategi untuk menutup penyerangan dari partai lain. Strategi defensif akan
muncul ke permukaan, salah satunya apabila partai pemerintah atau sebuah koalisi pemerintahan yang
terdiri atas beberapa partai ingin mempertahankan mayoritasnya apabila potential constituent
(pemilih potensial) ingin dipertahankan. Selain itu, strategi defensif juga dapat muncul apabila sebuah
arena kontestasi atau basis konstituen tidak akan dipertahankan lebih lanjut atau ingin ditutup, dan
penutupan basis konstituen diharapkan membawa keuntungan sebanyak mungkin (Djuyandi &

Akbar, 2023).

Pemilu 2024

Pemilu adalah proses demokrasi yang digunakan untuk memilih pejabat publik dari jalur
politik di legislatif dan eksekutif secara langsung oleh rakyat. Pemilu berfungsi sebagai instrumen
utama dalam demokrasi, untuk menentukan wakil rakyat dan kepala pemerintahan secara adil dan
transparan. Sistem pemilu mengatur bagaimana suara rakyat dihitung dan dialokasikan kepada calon
legislatif maupun eksekutif. Di Indonesia, pemilu memiliki karakteristik tersendiri dengan dinamika
yang kompleks, termasuk sistem pemilu proporsional terbuka untuk legislatif, tantangan dalam daftar
pemilih tetap, politik uang, serta keterkaitan erat dengan partai politik dan sistem politik nasional.
Sistem pemilu di Indonesia terus mengalami perubahan hukum dan regulasi untuk menyesuaikan
dengan dinamika politik dan sosial masyarakat. Secara umum, tujuan pemilu adalah mewujudkan

perwakilan rakyat yang sah, memastikan dinamika demokrasi yang sehat, menjaga stabilitas politik,
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serta menghasilkan pemerintahan yang dapat menjalankan tugasnya untuk kesejahteraan masyarakat.
Pemilu juga merupakan arena kompetisi politik yang mengatur distribusi kekuasaan melalui
mekanisme pemilihan yang dipercayai oleh masyarakat (Husein, 2014).

Pemilu merupakan sarana atau alat pengembalian hak ummat untuk memilih wakilnya yang
nantinya akan berbicara, menyampaikan pendapat, menuntut, membela dan melindungi hak-haknya
dari hal-hal yang merugikan mereka. Oleh karena itu partai politik maupun pemilu mempunyai
kedudukan yang amat strategi bagi terwujudnya pemerintahan yang amanah sesuai dengan kehendak
dan cita-cita umat (Zulhendra, 2022).

Sejarah pemilihan umum di Indonesia hingga akhir periode Soeharto, Pemilu 1955 dianggap
merupakan pemilihan yang paling demokratis. Pemilu 1955 itu bahkan dianggap merupakan
peristiwa kedua terbesar setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tahun 1945, sehingga dapat di
perkirakan bahwa mayoritas rakyat Indonesia antusias sekali menghadapi peristiwa bersejarah itu.
Apalagi berbagai tuntunan dan harapan dari rakyat agar pemilu dapat mengatasi segala persoalan
yang dihadapi bangsa ketika itu, baik berupa kemelut politik yang berkepanjangan, kemerosotan
ekonomi, maupun ancaman terhadap keamanan. Paling tidak rakyat berharap Pemilu itu dapat
menciptakan suatu pemerintahan nasional dalam segala bidang. Sejarah formal, rencana pelaksanaan
Pemilu baru mendekati kenyataan setelah Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan politik
mengenai terbentuknya Panitia Pemilihan Indonesia (PPI). Melalui keputusan Presiden Republik
Indonesia pada tanggal 7 November 1953, PPI dilantik dan diangkat sumpahnya oleh kepada negara
pada tanggal 28 November 1953. Dilanjutkan pada Kabinet Wilopo, yang berhasil merumuskan dan
mensahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang pemilihan Anggota Konstituante dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Pemilu 1953
(Santoso & Budhiati, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif
dilakukan untuk mendeskripsikan, menggali, serta memahami secara mendalam strategi, pola
komunikasi politik, dinamika internal dan eksternal Partai Golkar dalam upaya meningkatkan
perolehan suara Pemilu Jawa Barat 2024 (Creswell & Creswell, 2017). Hal ini dipilih karena
penelitian ini berfokus pada proses, makna, dan pemahaman mendalam terhadap fenomena yang
terjadi di lapangan. Penelitian ini berupaya menggambarkan komprehensif bagaimana Partai Golkar
merancang, mengimplementasikan, serta mengevaluasi strategi politiknya dalam menghadapi

kompetisi elektoral. Melalui metode ini, peneliti dapat memperoleh data yang bersifat deskriptif
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melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen, sehingga mampu mengungkap realitas
sosisal dan politik yang terjadi di balik partai. Metode ini juga meneliti untuk menangkap konteks
sosial dan budaya yang melatarbelakangi pengambilan keputusan politik di internal partai, serta
interaksi antara aktor-aktor politik yang terlibat di dalamnya. Dengan demikian, pendekatan kualitatif
dianggap paling sesuai untuk memahami strategi Partai Golkar dalam meningkatkan perolehan suara
pada pemilu Jawa Barat 2024 secara mendalam dan holistik.

Dalam riset ini, pendekatan kualitatif diterapkan untuk menguraikan, menggali, serta
memahami secara mendalam berbagai strategi, pola komunikasi politik, dan dinamika yang terjadi
di dalam dan luar Partai Golkar dalam upayanya menaikkan suara pada Pemilu Jawa Barat 2024.
Proses pengumpulan data melibatkan wawancara intensif dengan pengurus dan kader DPD Partai
Golkar Jawa Barat, pengamatan terhadap aktivitas partai seperti sosialisasi dan kampanye, serta
pengumpulan dokumen berupa data hasil pemilu, dan publikasi media yang terkait (Farhan, 2023).
Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan kerangka kerja Miles dan Huberman,
terdiri atas tiga langkah utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sekaligus
verifikasi, yang dilakukan secara terus menerus dan interaktif sepanjang proses penelitian. Demi
memastikan keandalan data, peneliti menerapkan teknik triangulasi mulai dari sumber, metode,
hingga waktu, serta melakukan pengecekan ulang atas informasi bersama para informan. Dengan
kombinasi metode, teknik analisis, dan validasi yang komprehensif ini, penelitian bertujuan
memberikan gambaran yang menyeluruh dan mendalam mengenai strategi Partai Golkar dalam
mengoptimalkan perolehan suara pada Pemilu Jawa Barat 2024.

Objek penelitian ini dibagi menjadi dua kategori utama. Pertama, penelitian berfokus pada
analisis konten media sosial Partai Golkar Jawa Barat, khususnya akun resmi di Instagram, untuk
menelaah bagaimana partai memanfaatkan media digital sebagai sarana komunikasi politik,
pembentukan citra, dan penyebaran pesan kampanye kepada publik. Kedua, penelitian ini juga
melibatkan wawancara dengan beberapa pengurus DPD Partai Golkar Jawa Barat guna memperoleh
pemahaman mendalam mengenai strategi dan kebijakan partai di tingkat daerah dalam upaya
meningkatkan perolehan suara pada Pemilu Jawa Barat 2024. Melalui kombinasi antara analisis
media sosial dan wawancara langsung, peneliti berupaya menggambarkan sinergi antara strategi
komunikasi digital dengan praktik politik di lapangan.

Penelitian ini dilakukan di daerah Jl. Maskumambang No.2, Turangga, Kec. Lengkong,
Kota Bandung, Jawa Barat. Dengan batasan pengurus dan anggota DPD Partai Golkar Kota

Bandung. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui strategi komunikasi politik, pola
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kepemimpinan, serta dinamika internal dan eksternal yang terjadi dalam tubuh partai di tingkat
daerah Jawa Barat. Selain itu, Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran
dan upaya pengurus DPD Partai Golkar dalam meningkatkan elektabilitas partai menjelang Pemilu
2024 di Jawa Barat, baik melalui kegiatan sosial, pendekatan kepada masyarakat, maupun strategi
media dan publik dalam melaksanakan perolehan suara pada Pemilu Jawa Barat 2024.

Pada penelitian ini, kami menggunakan teori agenda setting yang dikemukakan oleh Maxwell
McCombs dan Donald L. Shaw. Teori ini menawarkan penjelasan mengapa informasi tentang isu
tertentu tersedia bagi publik, bagaimana opini publik dibentuk, dan mengapa beberapa isu direspon
melalui kebijakan sementara yang lain tidak.

Agenda adalah sekumpulan isu yang dikomunikasikan dalam hierarki kepentingan pada suatu
waktu. agenda politik sebagai sekumpulan kontroversi politik yang dipandang relevan dengan
perhatian publik. Agenda berubah-ubah karena isu naik turun pentingnya seiring waktu (Elder, 2014).
Elder mendefinisikan isu sebagai konflik antara dua atau lebih kelompok yang dapat dikenali terkait
posisi atau sumber daya. Sifat konflikual membuat isu menarik untuk media. Banyak masalah sosial
tidak pernah menjadi isu publik meskipun ada pihak pro-kontra.

Proses penetapan agenda terdiri dari agenda media, agenda publik, dan agenda kebiakan, serta
hubungan timbal balik di antara ketiga elemen pada gambar 1.1. Terdapat tradisi penelitian untuk
masing-masing dari ketiga jenis agenda ini. Tradisi penelitian pertama disebut penetapan agenda
media karena variabel dependen utamanya adalah pentingnya suatu isu dalam agenda media massa.
Tradisi penelitian kedua disebut penetapan agenda publik karena variabel dependen utamanya adalah
pentingnya serangkaian isu dalam agenda publik. Tradisi penelitian ketiga disebut penetapan agenda
kebijakan karena aspek khas dari tradisi ilmiah ini adalah perhatiannya terhadap tindakan kebijakan
terkait suatu isu, sebagian sebagai respons terhadap agenda media dan agenda publik. Jadi, proses
penetapan agenda merupakan kompetisi yang berkelanjutan di antara para pendukung serangkaian
isu untuk mendapatkan perhatian para profesional media, publik, dan elit kebijakan. Namun,

penetapan agenda awalnya tidak dikonseptualisasikan dengan cara ini (Rogers, 1996).
Korelasi teori agenda setting dengan penelitian kami :

Teori agenda setting menjelaskan bahwa media tidak selalu menentukan apa yang harus
dipikirkan publik, tetapi memengaruhi apa yang diangap penting oleh publik. Dengan kata lain, media
membentuk prioritas isu di benak masyarakat melalui penonjolan isu tertentu (issue salience). Strategi

komunikasi politik Partai Golkar dalam Pemilu Jawa Barat 2024 tidak bisa dipisahkan dari bagaimana
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partai ini mengatur agenda isu yang ingin ditonjolkan kepada publik melalui media massa maupun
media sosial. Adapun implementasi strategi Partai Golkar dalam agenda setting dapat dijelaskan pada

tabel 1.3.

Tabel 1.3 Penjelasan Penelitian dengan Teori Agenda Setting

Agenda Media Partai Golkar berupaya memengaruhi liputan media dengan
mengangkat isu yang sesuai dengan citra partai. Contohnya seperti
pembangunan ekonomi, stabilitas politik, atau pengalaman kader.

Agenda Publik Isu yang ditonjolkan Partai Golkar melalui media diharapkan
menjadi perhatian utama masyarakat, sehingga membentuk
persepsi positif dan mendorong dukungan suara.

Agenda Politik Penetapan isu strategis tertentu, merupakan bagian dari upaya
Partai Golkar untuk menegaskan peran dan posisi politiknya di
tengah kompetisi Pemilu 2024.

HASIL DAN DISKUSI

Wawancara dengan Informan 1

Partai Golkar secara intensif memanfaatkan media massa sebagai sarana utama untuk
membentuk citra positif dengan menyampaikan isu strategis seperti pembangunan ekonomi, stabilitas
politik, dan pengalaman kader. Isu pembangunan ekonomi yang disesuaikan dengan kondisi
masyarakat, seperti pembinaan UMKM dan perbaikan rumah tidak layak huni, menjadi fokus yang
membangun kepercayaan masyarakat di Jawa Barat. Pesan stabilitas politik yang dikomunikasikan
secara konsisten melalui media juga memperkuat kepercayaan publik terhadap Golkar. Media sosial
dan Media Penggalangan Opini (MPO) digunakan untuk meningkatkan visibilitas partai selama
kampanye. Strategi agenda setting dipakai untuk mengarahkan perhatian publik pada isu unggulan
partai sehingga mampu mempengaruhi persepsi dan diterjemahkan ke program politik partai di
lapangan. Secara keseluruhan, strategi komunikasi yang terorganisir ini berkontribusi signifikan pada

peningkatan suara Golkar di Jawa Barat pada Pemilu 2024.
Wawancara dengan Informan 2

Partai Golkar menggunakan berbagai media elektronik seperti televisi, media sosial, dan
media luar ruang seperti baliho untuk membentuk citra positif dan meningkatkan popularitas. Fokus
isu yang diangkat terkait pro-rakyat, peningkatan UMKM, pembangunan daerah, dan stabilitas

politik mencerminkan kepentingan masyarakat yang disampaikan secara konsisten. Media
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membantu Golkar untuk meredam isu negatif sekaligus memperkuat keberadaan kader yang dekat
dengan rakyat. Konten yang mudah diakses oleh pemilih muda dibuat secara kreatif, termasuk video
dan poster digital. Strategi agenda setting digunakan dengan mengulang isu-isu unggulan yang
relevan pada berbagai platform media serta kegiatan publik sehingga publik menganggap isu
tersebut penting. Media sangat berpengaruh dalam menetapkan dan menyebarkan isu strategis

partai, yang turut meningkatkan perolehan suara Golkar pada Pemilu Jawa Barat 2024.

PEMBAHASAN

1. Strategi Partai Golkar dalam meningkatkan perolehan suara dalam pemilu jawa barat 2024
dari segi agenda media

Media sosial berfungsi tidak hanya sebagai media penyebar informasi, tetapi juga sebagai
media untuk membangun opini public (Mirza, 2022), menggerakkan partisipasi politik, dan
menyelenggarakan komunikasi dua arah dengan audiens melalui interaksi, survei daring, dan
kampanye berbasis komunitas (Heryanto, 2018). Hasil wawancara dari Partai Golkar mendukung
bahwa memanfaatkan media sosial seperti Instagram, facebook, dan twitter untuk meraih suara
pemilih media. Sejalan dengan penelitian menurut De Vreese et al., (2018), menyatakan bahwa media
tidak hanya bertindak sebagai alat penyampaian informasi, tetapi juga sebagai opini publik.

Argumentasi : Media sosial berperan sebagai arena strategis bagi partai politik untuk
membentuk opini publik, meningkatkan partisipasi politik, dan membangun komunikasi dua arah
dengan pemilih. Temuan wawancara dengan Partai Golkar menunjukkan bahwa pemanfaatan
platform seperti Instagram, Facebook, dan Twitter tidak hanya dimaksudkan untuk menyebarkan
informasi, tetapi juga untuk mempengaruhi persepsi politik dan memperluas jangkauan elektoral.

Partai Golkar diketahui sangat aktif memanfaatkan media massa sebagai alat agenda media
untuk membentuk citra positif partai. Dengan strategi penyebaran informasi melalui berbagai
platform media, Partai Golkar berupaya menampilkan diri sebagai partai yang stabil, berpengalaman,
dan pro-rakyat (PAJRI, 2022). Isu yang diangkat cenderung mencerminkan kepentingan politik Partai
Golkar, seperti pembangunan ekonomi, stabilitas politik, dan pengalaman kader. Fokus pada isu-isu
ini bertujuan memperkuat citra partai sebagai pemimpin pembangunan dan penyambung aspirasi
masyarakat (Wawancara Partai Golkar, 2025). Semua program Golkar pro-rakyat, lalu untuk
menampung aspirasi masyarakat kita jumpai dan kita sampaikan ke parlemen. media yang digunakan
benar-benar mampu menembus persepsi masyarakat secara luas atau sekadar menguatkan citra di
kalangan tertentu saja, karena dalam politik, keberhasilan membentuk citra tidak hanya bergantung

pada intensitas pemberitaan, tetapi juga pada kualitas pesan yang disampaikan (Aragon, 2017).
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Argumentasi : Aktivitas Partai Golkar dalam memanfaatkan media massa menunjukkan upaya
sistematis untuk membangun citra politik yang stabil, berpengalaman, dan berpihak pada masyarakat.
Pengangkatan isu-isu seperti pembangunan ekonomi, stabilitas politik, dan rekam jejak kader
berfungsi sebagai strategi agenda setting yang diarahkan untuk memperkuat legitimasi partai di mata
publik. Meskipun media mampu memperluas jangkauan pesan politik, efektivitasnya tetap ditentukan
oleh kualitas dan relevansi pesan yang disampaikan. Dengan demikian, keberhasilan Golkar dalam
membentuk citra positif tidak hanya bergantung pada intensitas eksposur media, tetapi juga pada
sejauh mana pesan pro-rakyat tersebut diterima sebagai representasi autentik dari aspirasi dan
kebutuhan masyarakat.

Salah satu strategi penting yang didukung oleh media masa dan sosial untuk membangun
kepercayaan kepada Golkar. Media sosial memungkinkan penonjolan capaian dan profil kader secara
lebih personal dan mendalam (Sutisna & SH, 2024). Partai Golkar memberi peran berupa pemberitaan
terhadap kader yang berpengalaman sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, kader
Golkar juga selalu dekat dengan masyarakat (Wawancara Partai Golkar, 2025). Pengaruh media sosial
juga besar dalam menetapkan isu politik strategis, terutama di Jawa Barat, namun harus dihadapi
dengan manajemen komunikasi yang tepat agar narasi partai tetap dominan menurut Irawan et al.,
(2025).

Argumen : Pemanfaatan media massa dan media sosial menjadi instrumen strategis bagi Partai
Golkar dalam membangun kepercayaan publik, terutama melalui penonjolan capaian serta profil
kader yang berpengalaman dan dekat dengan masyarakat. Strategi ini memperkuat personalisasi
politik sekaligus memperluas jangkauan narasi partai. Namun, dominasi isu politik di ruang digital
menuntut manajemen komunikasi yang efektif agar pesan strategis Golkar tetap konsisten dan
kompetitif, khususnya dalam konteks dinamika politik di Jawa Barat. Dengan demikian, keberhasilan
penguatan citra partai bergantung pada kemampuan mengelola komunikasi publik secara terstruktur

dan adaptif terhadap perkembangan media.

2. Strategi Partai Golkar dalam meningkatkan perolehan suara dalam pemilu jawa barat 2024
dari segi agenda publik

Menurut Labolo & I[lham (2015) Partai politik adalah yang mampu membentuk komunikasi
dua arah dengan masyarakat dan menjadikan pemilu bukan hanya sebagai ajang kontestasi, tetapi
juga sebagai ruang interaksi yang melibatkan konstituen secara aktif, hal ini tampak dari upaya Partai
Golkar dalam mendorong partisipasi publik melalui berbagai forum warga, kegiatan sosial,

keagamaan, hingga pelatihan ekonomi yang bersifat inklusif. Bahwa sangat setuju dengan mendorong
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partisipasi publik melalui berbagai hal, supaya dapat perhatian masyarakat setelah sering ditampilkan
melalui media dan kegiatan publik. Publik merasa sangat penting karena relevan dengan kebutuhan
sehari-hari dan Partai Golkar menyampaikan pesan tersebut secara konsisten. Pesan mengenai
stabilitas politik juga dinilai meningkatkan kepercayaan publik, khususnya karena Golkar
menggunakan media untuk meredam informasi negatif dan memperkuat citra sebagai partai yang
solid (Wawancara Partai Golkar, 2025). Sejalan dengan penelitian (Isabella & Martini, 2024) yang
menekankan bahwa komunikasi politik yang membumi dan partisipatif mampu membentuk persepsi
positif dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemimpin daerah.

Argumentasi : Partai Golkar menunjukkan bahwa komunikasi politik yang bersifat dua arah
dan berbasis partisipasi publik mampu memperkuat kedekatan dengan konstituen. Keterlibatan dalam
forum warga, kegiatan sosial-keagamaan, dan pelatihan ekonomi menjadikan pesan politik partai
lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus meningkatkan visibilitas dan kepercayaan
publik. Konsistensi narasi mengenai stabilitas politik serta pemanfaatan media untuk mengelola
informasi negatif turut memperkuat citra partai sebagai aktor politik yang solid. Temuan ini sejalan
dengan kajian sebelumnya yang menegaskan bahwa komunikasi politik yang membumi dan
partisipatif efektif dalam membentuk persepsi positif serta meningkatkan legitimasi politik di tingkat
publik.

Pesan tentang stabilitas politik yang disampaikan partai golkar melalui media berhasil
meningkatkan kepercayaan publik karena selalu konsisten dan relevan dalam komunikasi politik
yang efektif dengan memanfaatkan media sosial dan media digital menurut Muhaikal et al.,(2025).
Pesan mengenai stabilitas politik juga dinilai meningkatkan kepercayaan publik, khususnya karena
Partai Golkar menggunakan media untuk meredam informasi negatif dan memperkuat citra sebagai
partai yang solid (Wawancara Partai Golkar, 2025). Di sisi lain ada kritik yang menyatakan bahwa
pesan tersebut lebih bersifat manipulatif dan berfungsi sebagai alat untuk meredam informasi negatif
saja, bukan sebagai cerminan nyata dari stabilitas politik menurut Sarihati et al.,(2022).

Argumentasi : Pesan stabilitas politik yang disampaikan Partai Golkar dinilai efektif
meningkatkan kepercayaan publik karena konsisten, relevan, dan didukung pemanfaatan media
digital untuk memperkuat citra partai. Namun, efektivitas tersebut masih diperdebatkan, sebab
sebagian pihak menilai pesan tersebut lebih bersifat strategis dan manipulatif, terutama dalam
meredam informasi negatif, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan stabilitas politik yang nyata.

Dalam konteks media sosial, pesan tentang pembangunan ekonomi dan stabilitas politik yang

diangkat Partai Golkar bisa lebih cepat tersebar dan mengundang diskusi publik yang lebih luas.
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Media sosial dapat memperkuat persepsi positif jika pesan tersebut didukung oleh data dan fakta yang
meyakinkan menurut E. N. Sari et al.,(2025). Isu pembangunan ekonomi yang disesuaikan dengan
kondisi masyarakat, seperti pembinaan UMKM dan perbaikan rumah tidak layak huni, menjadi fokus
yang membangun kepercayaan masyarakat di Jawa Barat (Wawancara Partai Golkar, 2025). Isu
pembangunan ekonomi ini benar-benar merefleksikan perubahan ekonomi yang nyata di lapangan,
atau lebih sebagai alat strategi politik untuk menarik simpati pemilih. Beberapa kritik menyatakan
bahwa meskipun program-program tersebut mendapat sorotan media positif, implementasi dan
dampak jangka panjangnya harus terus dipantau agar tidak hanya menjadi janji kampanye semata
(Ismail, 2018).

Argumentasi : Penyebaran isu pembangunan ekonomi oleh Partai Golkar melalui media sosial
menunjukkan bagaimana ruang digital dapat memperkuat citra politik ketika pesan yang disampaikan
disertai data dan capaian empiris. Fokus pada program-program seperti pembinaan UMKM dan
perbaikan rumah tidak layak huni berpotensi meningkatkan kepercayaan masyarakat, khususnya di
Jawa Barat. Namun, efektivitas isu tersebut tetap memerlukan verifikasi berbasis implementasi nyata
di lapangan. Dengan demikian, narasi pembangunan ekonomi yang dikedepankan partai politik tidak
semestinya dipahami semata sebagai strategi elektoral, melainkan harus diuji melalui konsistensi

pelaksanaan dan dampak jangka panjangnya terhadap kesejahteraan publik.

3. Strategi Partai Golkar dalam meningkatkan perolehan suara dalam pemilu jawa barat 2024
dari segi agenda politik

Strategi komunikasi politik melalui media terbukti cukup berkontribusi terhadap peningkatan
perolehan suara Partai Golkar dalam Pemilu Jawa Barat 2024, karena media digunakan secara efektif
untuk menyebarkan pesan yang konsisten dan relevan kepada pemilih (Nadjamuddin, 2025). Hasil
wawancara dari Partai Golkar strateginya dengan program politik pada penguatan UMKM,
pembangunan daerah, dan penyebaran aspirasi masyarakat melalui parlemen. Meskipun strategi
komunikasi politik melalui media dinilai berkontribusi pada peningkatan suara Partai Golkar dalam
Pemilu Jawa Barat 2024, klaim ini perlu dipertimbangkan lebih kritis. Media memang menjadi alat
penting dalam penyebaran pesan, namun keberhasilan meraih suara tidak semata-mata tergantung
pada efektivitas komunikasi digital menurut Imamia et al., (2025).

Argumentasi : Strategi komunikasi politik Partai Golkar melalui media turut mendukung
meningkatnya perolehan suara pada Pemilu Jawa Barat 2024 karena pesan mengenai penguatan
UMKM, pembangunan daerah, dan penyaluran aspirasi masyarakat dapat disampaikan dengan

konsisten serta mudah dipahami oleh pemilih. Meskipun demikian, efektivitas penggunaan media
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tidak dapat dianggap sebagai faktor tunggal yang menentukan keberhasilan politik. Kenaikan suara
juga dipengaruhi oleh kondisi sosial politik, mutu program yang dijalankan, serta kedekatan kader
dengan masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan komunikasi politik Golkar perlu dianalisis secara
lebih menyeluruh dan tidak hanya dikaitkan dengan pemanfaatan media digital.

Pemberitaan mengenai kader-kader yang memiliki pengalaman luas memegang peranan
krusial dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap Partai Golkar. Dengan menampilkan tokoh-
tokoh yang sudah dikenal lama serta memiliki rekam prestasi yang jelas, partai ini mampu
menunjukkan tingkat kredibilitas dan kestabilan dalam kepemimpinan kepada masyarakat. Kader
berpengalaman sering dianggap mampu mengatasi berbagai tantangan politik dan melaksanakan
program partai dengan baik, sehingga memberikan rasa percaya dan keamanan bagi pemilih (Turmudi
& Muchtar, 2021). Kegiatan kader dan publikasi kampanye dilakukan untuk semakin memperkuat
penerimaan masyarakat terhadap isu-isu prioritas tersebut. Dengan demikian, isu yang masuk ke
media dan menjadi perhatian publik akhirnya diintegrasikan ke dalam agenda politik partai pada level
kebijakan dan program kerja. Dalam terkait tata kelola komunikasi dan tanggapan partai terhadap
kritik di media social (Wawancara Partai Golkar, 2025). Kasus pelaporan akun-akun media sosial
yang mengunggah meme atau kritik terhadap Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, oleh sayap
partai seperti AMPG dan AMPI menunjukkan adanya pendekatan defensif yang dianggap sebagian
publik sebagai pembungkaman kritik (Mulyadi & Hendaryan, 2025).

Argumentasi : Penonjolan kader yang memiliki pengalaman panjang memegang peranan
penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Partai Golkar karena menampilkan
figur yang dinilai memiliki kompetensi dan stabilitas kepemimpinan. Publikasi mengenai aktivitas
kader dan kampanye turut memperkuat penerimaan publik terhadap isu politik yang dianggap penting
dan kemudian diakomodasi dalam program serta kebijakan partai. Namun dalam praktik pengelolaan
komunikasi, respons partai terhadap kritik di media sosial menunjukkan kecenderungan bersifat
defensif. Pelaporan terhadap akun yang mengunggah kritik terhadap Ketua Umum Golkar
memunculkan kesan bahwa partai masih kurang menerima kritik secara terbuka. Oleh karena itu,
meskipun strategi menampilkan kader berpengalaman mendukung penguatan citra partai, efektivitas
komunikasi politik tetap memerlukan sikap yang lebih terbuka dan adaptif terhadap dinamika opini
publik.

Golkar memanfaatkan pemberitaan yang intensif dan selektif di media untuk membentuk
persepsi publik bahwa isu-isu yang diangkat partai adalah hal yang penting dan layak diperhatikan.

Strategi ini juga melibatkan penggunaan kampanye terbuka, pemasaran politik, dan pengoptimalan
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peran sayap partai untuk memperkuat eksposur isu unggulan seperti bantuan modal UMKM, beasiswa
pendidikan, dan pelatihan keterampilan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Marentin &
Poernomo, 2025). Isu-isu yang telah ditonjolkan melalui media dan diterima masyarakat kemudian
menjadi dasar bagi tindakan politik Golkar di lapangan, Golkar sengaja menonjolkan sejumlah isu
unggulan, terutama stabilitas ekonomi, pemberdayaan UMKM, peningkatan kualitas SDM, serta
kedekatan kader dengan masyarakat (Wawancara Partai Golkar, 2025). Penonjolan isu secara
berulang menunjukkan bahwa Golkar secara aktif mengatur agenda media untuk memastikan bahwa
isu tersebut mendapatkan ruang publik yang luas. Bahwa pendekatan ini dapat menimbulkan bias
media dan manipulasi opini publik. Media yang dikendalikan atau sangat dipengaruhi oleh elit partai
kadang-kadang hanya menampilkan isu-isu yang menguntungkan partai tersebut, sehingga
mengabaikan isu-isu yang lebih penting bagi masyarakat luas (Bahagia, 2025).

Argumentasi : Strategi komunikasi politik Partai Golkar menunjukkan pemanfaatan intensitas
dan seleksi isu dalam pemberitaan media untuk membentuk persepsi publik. Dengan menyoroti tema
seperti stabilitas ekonomi, penguatan UMKM, peningkatan kualitas SDM, dan kedekatan kader
dengan masyarakat, Golkar berupaya mengarahkan agenda publik melalui agenda setting dan
political marketing, dibantu kampanye terbuka dan aktivitas sayap partai. Namun, pengaturan agenda
media semacam ini berpotensi menimbulkan bias, mengurangi keragaman informasi, dan membuka
peluang manipulasi opini. Karena itu, meskipun efektif meningkatkan visibilitas partai, strategi ini

menimbulkan pertanyaan etis tentang independensi media dan kualitas demokrasi di Indonesia.

KESIMPULAN

Strategi komunikasi politik Partai Golkar dalam menghadapi Pemilu Jawa Barat 2024
menunjukkan bahwa partai ini secara efektif menggunakan media massa dan media sosial untuk
membentuk citra positif serta menonjolkan isu-isu unggulan seperti pembangunan ekonomi, stabilitas
politik, dan pemberdayaan UMKM. Melalui agenda setting, Golkar berhasil mengarahkan perhatian
publik pada isu-isu tersebut secara konsisten, sehingga membentuk persepsi positif dan meningkatkan
kepercayaan masyarakat. Selain itu, kombinasi strategi defensif dan ofensif yang melibatkan
konsolidasi internal dan ekspansi basis dukungan terbukti mampu memperkuat posisi Golkar sebagai
partai dengan perolehan suara signifikan. Namun, keberhasilan tersebut juga harus terus
dipertimbangkan secara kritis, khususnya dalam konteks kualitas implementasi program di lapangan
dan keberimbangan pemberitaan agar demokrasi tetap terbuka dan partisipatif. Secara keseluruhan,
strategi komunikasi yang terstruktur dan terpadu ini menjadi faktor penting dalam meningkatkan
elektabilitas Golkar pada Pemilu 2024 di Jawa Barat.
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ABSTRACT

This study examines how social assistance (bansos) transforms from a state welfare instrument into a source
of political power in the 2024 Padang Election. Normatively, social assistance is designed to protect poor and
vulnerable groups, however, in practice, it frequently intersects with electoral interests, creating a grey area
between legally sanctioned social policy and covert forms of vote-buying. This research employs a literature
study method by reviewing Padang City budget documents (APBD), regulatory frameworks related to social
assistance and elections, institutional reports, academic publications, and media coverage of aid distribution
prior to the election. The findings reveal a significant increase in the social assistance budget in 2023 the pre-
election year followed by a steep decline in 2024, reflecting a pattern of pre-electoral resource mobilization.
The concentration of aid distribution in November-December further indicates a strategic alignment between
welfare allocation and electoral momentum. This pattern operates through interactions among government
actors, political volunteers, and beneficiaries, producing reciprocal perceptions that resemble vote-buying
mechanisms despite the absence of explicit transactions. Thus, the study argues that social assistance can
function as an effective political instrument and as a form of concealed vote-buying that is difficult to capture
legally yet powerful from a sociological perspective. These findings underline the urgency of strengthening
regulations and oversight of social assistance during electoral periods and ensuring a clear separation
between the state's welfare function and political actors’ electoral interests.

Keywords: social assistance, vote-buying, Padang election, grey area, welfare distribution.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji bagaimana bantuan sosial (bansos) bertransformasi dari instrumen kesejahteraan
negara menjadi sarana kekuatan politik dalam kontestasi Pemilu Padang 2024. Secara normatif, bansos
dirancang untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan, namun dalam praktiknya sering bersinggungan
dengan kepentingan elektoral sehingga memunculkan wilayah abu-abu antara kebijakan sosial yang legal
dengan praktik politik uang yang terselubung. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan
menelaah dokumen APBD Kota Padang, peraturan perundang-undangan terkait bansos dan pemilu, laporan
kelembagaan, jurnal akademik, serta pemberitaan media mengenai distribusi bantuan menjelang pemilu. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa terjadi lonjakan anggaran bansos pada tahun 2023 tahun pra-pemilu yang
diikuti penurunan drastis pada 2024, mencerminkan pola pre-electoral resource mobilization. Penyaluran
bansos yang terkonsentrasi pada bulan November-Desember semakin menegaskan adanya strategi distribusi
yang beririsan dengan momentum politik. Pola tersebut bekerja melalui relasi pemerintah, relawan politik, dan
pemilih sehingga menciptakan persepsi timbal balik yang menyerupai mekanisme politik uang meskipun tidak
eksplisit. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa bansos dapat berfungsi sebagai kekuatan politik
yang efektif dan menjadi bentuk vote-buying terselubung yang sulit ditangkap secara hukum namun kuat
secara sosiologis. Temuan ini memperkuat urgensi regulasi pengawasan bansos menjelang pemilu dan
pentingnya memisahkan dengan jelas peran negara sebagai pemberi kesejahteraan dari kepentingan elektoral
aktor politik.

Kata kunci: bantuan sosial, politik uang, pemilu Padang, grey area, distribusi bansos.
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PENDAHULUAN

Bantuan sosial (bansos) merupakan instrumen kebijakan publik yang dirancang untuk
memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kerangka pembangunan kesejahteraan sosial. Secara
normatif, bansos hadir sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi kelompok miskin
dan rentan melalui pemberian dukungan material yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup
serta menjamin keberlanjutan ekonomi rumah tangga penerima (Nurahman et al., 2025). Konsep
dasar kebijakan ini berakar pada prinsip equity, yang menempatkan negara sebagai pemberi jaminan
sosial melalui mekanisme distribusi yang objektif, adil, transparan, serta bebas dari intervensi
kepentingan politik (Febriyanti & Sapa, 2025). Dengan demikian, bansos secara ideal merupakan
instrumen pemerintah yang bersifat sosial, bukan arena transaksional yang bertujuan memperoleh
dukungan kekuasaan.

Namun dalam praktiknya, implementasi bansos tidak jarang menunjukkan dinamika yang
berbeda dari kerangka ideal tersebut. Penyaluran bantuan sering kali bersinggungan dengan
kontestasi politik, terutama pada periode menjelang pemilihan umum. Ketika bansos disalurkan
dalam momentum politik tertentu, terlebih dengan keterlibatan aktor politik atau simbol-simbol
kekuasaan, maka batas antara program kesejahteraan dan kepentingan elektoral menjadi tidak mudah
dibedakan. Situasi ini menciptakan ruang abu-abu atau grey area, di mana bantuan yang seharusnya
berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial untuk memenuhi kebutuhan warga justru berubah
menjadi instrumen mobilisasi suara.

Fenomena tersebut menjadi semakin signifikan dalam konteks Pemilu lokal tahun 2024 di Kota
Padang, di mana data anggaran menunjukkan adanya peningkatan belanja bansos pada tahun pra-
pemilu, diikuti dengan penurunan kembali setelah kontestasi politik berlangsung. Fakta ini
mengindikasikan adanya korelasi antara alokasi bansos dan dinamika elektoral, yang membuka ruang
analisis mengenai kemungkinan terjadinya politisasi program kesejahteraan.

Pada saat yang sama, laporan mengenai pembagian bantuan berupa minyak goreng, sembako,
serta uang tunai selama masa kampanye menunjukkan indikasi praktik pemberian material yang dapat
dikategorikan sebagai bentuk politik uang, apabila tujuannya terkait upaya memperoleh dukungan
suara. Kejadian tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat tidak jarang menafsirkan bansos sebagai
bentuk bantuan balas jasa yang membangun kewajiban moral untuk memberikan dukungan elektoral,
bukan sebagai hak sosial yang melekat pada kewarganegaraan.

Kondisi ini tidak hanya menyentuh aspek teknis pemerataan kesejahteraan, tetapi juga
berhubungan langsung dengan kualitas demokrasi (Iskandar, 2021). Ketika bansos digunakan sebagai

alat pertukaran elektoral, maka preferensi politik masyarakat dibentuk berdasarkan insentif materi
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jangka pendek, bukan berdasarkan evaluasi terhadap program, kinerja, maupun visi kandidat. Pola
demikian menggeser demokrasi dari arena deliberatif menuju arena transaksional, yang pada akhirnya
mengikis rasionalitas politik warga dan mengaburkan makna partisipasi demokratis. Selain itu,
penggunaan bansos sebagai modal elektoral berpotensi menciptakan ketidakadilan distribusi,
meningkatkan kecemburuan sosial, serta merusak legitimasi pemerintahan (Yanthi, 2025).

Beberapa penelitian sebelumnya yang menjadi pedoman dalam penelitian ini yaitu, penelitian
pertama pada karya Haekal dkk (Haekal et al., 2025) yang mengkaji Problematika Hukum Pemberian
Bantuan Sosial Pada Masa Pemilu. Hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa penyaluran bansos
sering kali bergeser dari fungsi sosial menjadi instrumen politik terselubung ketika aktor politik
memanfaatkannya untuk membangun loyalitas elektoral. Selaras dengan itu, Mahpudin dan Lestari
(Mahpudin, n.d.) dalam penelitiannya berjudul Pemilihan Serentak di Tengah Pandemi COVID-19;
Politisasi Anggaran dan Bantuan Sosial olwh Petahana menemukan bahwa calon petahana kerap
memanfaatkan bansos sebagai alat mempertahankan dukungan publik.

Penelitian terakhir yaitu studi Irmawati, Juainah & Siti Anisyah (Irmawati, Norma Juainah,
2025) berjudul Fenomena Politik Uang dalam Pemilihan Legislatif Kabupaten Pali Tahun 2024
Penelitian ini tidak secara spesifik meneliti bantuan sosial, namun membahas secara mendalam
mekanisme terjadinya politik uang di tingkat lokal. Temuan mereka menunjukkan bahwa transaksi
politik umumnya terjadi melalui pola patron-klien, pemberian barang atau uang, serta pendekatan
personal kepada pemilih.

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu tersebut, tampak bahwa studi mengenai bantuan
sosial dan politik uang telah banyak dibahas, namun belum ada penelitian yang secara khusus
memfokuskan pada fenomena batas tipis antara keduanya dalam konteks Pemilu Lokal di Kota Padang
tahun 2024. Sebagian besar riset sebelumnya hanya melihat politisasi bantuan sosial pada situasi
pemilu secara makro atau pada daerah lain di Indonesia, sementara penelitian yang menganalisis
keterhubungan langsung antara distribusi bansos dan praktik vote-buying dalam lingkup lokal Padang
masih sangat terbatas. Dengan demikian, penelitian ini memberikan ruang baru bagi pengembangan
teori dan pemahaman mengenai fenomena batas tipis antara bantuan sosial dengan politik uang dalam
pemilu lokal Kota Padang tahun 2024. Oleh karena itu pertanyaan penelitiannya yaitu bagaimana
dinamika batas tipis antara bantuan sosial dan politik uang dalam pemilu lokal di kota padang tahun

20247
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METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka (library research), karena seluruh
proses pengumpulan datanya dilakukan melalui penelaahan berbagai sumber tertulis yang relevan
dengan fenomena politisasi bantuan sosial pada Pemilu 2024 di Kota Padang. Pendekatan ini
memungkinkan peneliti mengurai secara konseptual hubungan antara bantuan sosial sebagai
instrumen kekuatan politik dan praktik politik uang yang berjalan secara terselubung dalam bentuk
grey area. Sumber data penelitian terdiri dari data sekunder seperti buku akademik mengenai teori
clientelisme, patronase, politik uang, dan perilaku pemilih, jurnal ilmiah yang membahas dinamika
elektoral dan strategi distribusi bansos, regulasi resmi seperti Undang-Undang Pemilu, PKPU,
Permensos terkait bansos, serta dokumen APBD dan laporan realisasi bantuan sosial di Kota Padang
tahun 2023-2024.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pemberitaan media kredibel, laporan investigatif,
dan publikasi lembaga pengawas pemilu yang mengungkap pola distribusi bansos menjelang pemilu
serta potensi pemanfaatannya sebagai alat pengaruh politik. Melalui pendekatan studi pustaka, data
dari berbagai literatur tersebut dianalisis secara kritis menggunakan teknik analisis isi (content
analysis) untuk mengidentifikasi pola, motif, dan mekanisme politisasi bansos serta batas konseptual
antara bantuan sosial yang legal dengan praktik politik uang. Dengan demikian, penelitian ini mampu
menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai bagaimana bantuan sosial
diposisikan sebagai kekuatan politik dalam kontestasi elektoral di Kota Padang tanpa bergantung

pada pengumpulan data primer.
HASIL DAN DISKUSI
Dinamika Distribusi Bansos Kota Padang

Dinamika distribusi bantuan sosial di Kota Padang selama tiga tahun terakhir menunjukkan
bahwa kebijakan kesejahteraan tidak berdiri di ruang yang steril dari kepentingan politik. Idealnya,
bansos diberikan sebagai alat intervensi negara dalam mengatasi kerentanan ekonomi masyarakat.
Namun, jika melihat pergerakan anggaran dan pola penyaluran, terdapat ritme yang tidak netral dan
seolah mengikuti arah kepentingan kekuasaan. Artinya, dinamika distribusi bansos tampak sangat
erat hubungannya dengan momentum politik, terutama saat memasuki periode pemilihan umum
tahun 2024.

Data distribusi bansos Kota Padang dari tahun 2022 hingga 2024 dapat dijadikan pijakan

utama. Pada 2022, Pemerintah Kota Padang menetapkan anggaran bansos sebesar Rp 12,57 miliar
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dengan realisasi Rp 9,71 miliar. Tahun tersebut dapat disebut fase stabil, belum terlihat indikasi kuat
politisasi. Namun keadaan berubah drastis pada tahun 2023. Anggaran meningkat hampir dua kali
lipat menjadi Rp 20,03 miliar dengan realisasi Rp 16,49 miliar atau 82,35 persen. Kenaikan yang
signifikan ini tidak terjadi secara gradual, melainkan melonjak tajam hanya dalam satu tahun. Setelah
memasuki tahun 2024 tahun pelaksanaan pemilu justru terjadi penurunan drastis. Anggaran turun

menjadi Rp 8,96 miliar dengan realisasi Rp 4,95 miliar atau 55,21 persen (Keuangan, 2025).

Tabel 1 Belanja Bantuan Sosial Kota Padang (2022-2024)

Tahun Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Persentase (%)

2022 12,57 M 9,71 M 77,21%
2023 20,03 M 16,49 M 82,35%
2024 8,96 M 495M 55,21%

Sumber: Data diolah oleh peneliti berdasarkan djpk kementrian keuangan

Dari tabel terlihat bahwa tahun 2023 merupakan tahun puncak, sedangkan 2024 menjadi titik
terendah. Jika diuji secara logis, kebutuhan masyarakat tidak menurun drastis hanya karena memasuki
tahun pemilu. Kemiskinan tetap berlangsung, inflasi tetap mengancam, harga pangan tidak menurun.
Artinya, penurunan anggaran di tahun 2024 tidak mencerminkan turunnya kebutuhan sosial, tapi
mengindikasikan bahwa peningkatan pada 2023 memiliki orientasi selain kesejahteraan. Pola seperti
ini dalam kajian politik sering dibaca sebagai puncak distribusi sebelum kontestasi, atau pre-electoral
resource mobilization, yaitu strategi meningkatkan bantuan ketika suara masyarakat masih dapat
dipengaruhi dan menurunkannya setelah pemilihan usai.

Fenomena ini semakin terlihat jelas ketika kita menelusuri pola realisasi bansos sepanjang
tahun 2023. Jika anggaran besar ini difungsikan murni untuk pemenuhan kebutuhan sosial,
seharusnya penyaluran dilakukan secara merata dari Januari hingga Desember. Namun kenyataannya,
mayoritas anggaran justru terkonsentrasi pada dua bulan terakhir mendekati pemilu November dan

Desember.

Tabel 2 Realisasi Belanja Bansos Kota Padang Tahun 2023 per Bulan
Bulan Anggaran Tahunan (Rp) Realisasi (Rp) Persentase (%)

September 20,03 M 2,70 M 13,49%
Oktober 20,03 M 2,70 M 13,49%
November 20,03 M 6,60 M 32,94%
Desember 20,03 M 16,49 M 82,35%

Sumber: Data diolah oleh peneliti berdasarkan DJPK kementrian keuangan
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Ketika angka pada table tersebut dipetakan dalam konteks politik, gambarannya semakin
jelas. November-Desember merupakan periode dimana masyarakat berada dalam intensitas
politik yang tinggi kampanye sedang berlangsung, pengenalan kandidat meningkat, dan pemilih
berada dalam fase mempertimbangkan pilihan. Di sinilah korelasi paling kuat terbentuk. Bansos
tidak hanya disalurkan sebagai kebutuhan ekonomi, tetapi sebagai alat persuasi politik yang
tersamar. Penyaluran masif di ujung tahun bukan kebetulan administratif, melainkan momen
strategis secara psikologis.

Selain itu, masa Desember berdekatan dengan masa tenang pemilu, dimana kampanye
visual dan verbal mulai dibatasi. Pada kondisi ini, bantuan material justru menjadi media yang
paling efektif karena dapat menyentuh ruang domestik masyarakat tanpa melanggar aturan
kampanye. Artinya, distribusi bansos tidak hanya terkait stabilitas fiskal, tetapi juga komunikasi
politik yang bekerja melalui nama bantuan. Ia hadir tanpa suara, namun mempengaruhi suara. Pola
tersebut memperlihatkan bahwa bantuan sosial mampu menjadi medium politik yang kuat. Ketika
masyarakat menerima bantuan saat momentum politik menguat, interpretasi bantuan berubah.
Tidak lagi dimaknai sebagai hak sosial, tetapi sebagai bentuk perhatian, kemurahan hati, bahkan
kedekatan emosional. Pemilih yang seharusnya menentukan pilihan secara rasional terhadap
program, visi, atau rekam jejak kandidat, akhirnya cenderung menimbang keputusan berdasarkan
siapa yang hadir memberi sesuatu di masa sulit. Maka yang mengalir bukan hanya bansos, tetapi
juga dukungan politik.

Dengan demikian, dinamika distribusi bansos Kota Padang bukan sekadar fluktuasi
anggaran, melainkan cermin interaksi antara kebijakan sosial dan kepentingan elektoral. Lonjakan
anggaran pada 2023, penurunan tajam pada 2024, serta penumpukan realisasi pada November-
Desember menunjukkan bahwa bansos memiliki fungsi ganda yaitu menolong masyarakat dan

sekaligus menjadi instrumen komunikasi kekuasaan.
Bansos dalam Perspektif Politik Uang Edward Aspinall dan Sukmajati

Bantuan sosial dalam kontestasi politik Indonesia tidak dapat dilepaskan dari analisis
Edward Aspinall dan Sukmajati tentang politik uang. Aspinall dan Sukmajati memandang money
politics bukan hanya sebagai praktik pemberian uang secara langsung kepada pemilih, tetapi
sebagai ekosistem pertukaran material yang bekerja melalui relasi sosial, persepsi, serta kalkulasi
timbal balik antara aktor politik dan masyarakat. Dalam pandangan mereka, praktik politik uang

bersifat cair, fleksibel, dan adaptif terhadap situasi sosial yang ada, termasuk ketika bantuan sosial
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yang berasal dari anggaran negara digunakan secara strategis pada momentum electoral (Yusuf et
al., 2024).

Dalam perspektif ini, bansos dapat dikategorikan sebagai bentuk political distribution,
yakni distribusi material yang dilakukan dengan tujuan membentuk orientasi politik publik. Bansos
bekerja lebih halus dibanding serangan fajar karena tampil dalam kemasan kebijakan resmi dan
bersifat legal dari sisi administratif. Namun dalam sudut pandang Aspinall dan Sukmajati, legalitas
anggaran tidak menghapus kemungkinan muatan elektoral di baliknya. Politik uang tidak harus
ilegal untuk dapat dikategorikan sebagai vote-buying, selama terdapat pertukaran antara barang
atau jasa dengan dukungan politik, baik eksplisit maupun implisit.

Fenomena kenaikan anggaran bansos pada Kota Padang tahun 2023, yang diikuti
penurunan pada 2024, memperkuat asumsi terjadinya pre-election disbursement strategy, yakni
strategi pelepasan bantuan dalam skala besar menjelang pemilu. Ketika bantuan terkonsentrasi pada
bulan November-Desember periode pemanasan politik dan memasuki masa tenang bansos tidak
lagi netral sebagai kebijakan kesejahteraan. Kondisi ini menggambarkan bentuk transaksi politik
tidak langsung. Perdebatan muncul ketika sejumlah pihak menilai bahwa bansos tidak dapat
dikategorikan sebagai politik uang, sebab ia merupakan program negara yang memiliki basis
hukum. Namun justru hal ini menempatkan ruang perdebatan sebagai inti dari clientelistic
ambiguity, atau wilayah abu-abu yang sulit ditentukan apakah suatu bantuan adalah kebijakan
sosial atau alat transaksi elektoral. Ia dapat bekerja melalui distribusi program formal yang
dipolitisasi. Legalitas administratif tidak membatalkan sifat transaksional jika persepsi pemilih
menangkap bahwa bantuan mengandung pesan politik di dalamnya.

Faktor yang membentuk wilayah abu-abu ini dapat ditelusuri dalam empat aspek utama
yaitu; momentum penyaluran, aktor yang mendistribusikan, jumlah bansos yang didistribusikan
dan media pendistribusian. Implikasinya dari permasalahan ini persepsi masyarakat akan ikut
berubah. Politik uang bekerja bukan karena masyarakat miskin dan mudah dipengaruhi, tetapi
karena ada timbal balik yang dipahami secara sosial. Rasa terima kasih berkembang menjadi

memori politik, dan memori politik berubah menjadi loyalitas elektoral.

Grey Area: Bansos sebagai Politik Uang Terselubung

Fenomena bantuan sosial di masa elektoral tidak selalu hadir sebagai tindakan politik uang
yang eksplisit, tetapi kerap berjalan dalam bentuk yang jauh lebih halus, samar, dan sulit
dibuktikan. Pada titik inilah bantuan sosial memasuki ranah yang disebut grey area, yaitu wilayah

abu-abu antara kebijakan kesejahteraan publik yang sah dan praktik pertukaran politik electoral
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berbasis materi. Dalam wilayah ini, bansos tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai politik
uang secara hukum, tetapi memiliki karakteristik politik uang secara sosiologis, psikologis, dan
perseptual. Dengan kata lain, yang diperdagangkan bukanlah uang dalam amplop, melainkan akses
terhadap kesejahteraan negara yang ditukar dengan loyalitas politik pemilih.

Grey area muncul ketika program sosial yang seharusnya bersifat universal dan non-politis
justru mengalir deras dalam momentum politik tertentu, dan bahkan melibatkan actor-aktor politik
yang memiliki kepentingan elektoral. Pada kondisi seperti ini, bansos dapat berfungsi sebagai
media kampanye tanpa slogan, sebagai janji politik tanpa pidato, bahkan sebagai bentuk vote
buying tanpa amplop. Pembagian minyak goreng, sembako, hingga distribusi bansos resmi dari
APBD pada akhir 2023 di Kota Padang menampilkan pola tersebut. Bantuan yang turun bersamaan
dengan masa kampanye, disalurkan melalui jaringan relawan, dan diterima masyarakat tepat
sebelum pemilih masuk ke bilik suara memunculkan penafsiran yang berbeda dibanding bantuan
yang diberikan pada situasi normal. Bansos tidak sekadar memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi
mengirimkan pesan simbolik yaitu ada pihak yang hadir, memberi, dan patut diberi balasan.

Grey area juga diperkuat oleh sifat bansos itu sendiri yang legal, terbuka, dan nasional,
sehingga sulit dibedakan antara program kesejahteraan dan alat mobilisasi elektoral. Pemerintah
dapat berargumen bahwa bansos disalurkan sebagai bagian dari tanggung jawab negara, dan secara
administratif argumen tersebut benar. Namun di lapangan, terkhusus dalam konteks Kota Padang,
peningkatan besar pada 2023 dan penyaluran padat di November-Desember bergeser maknanya.
Bansos hadir tepat ketika suara sedang diperebutkan. Pada titik ini, publik tidak lagi melihat bansos
sebagai hak, tetapi sebagai hadiah. Ketika hak berubah menjadi hadiah, maka kekuasaan memiliki
ruang untuk menuntut balasan dalam bentuk suara.

Dengan demikian, bansos sebagai politik uang terselubung tidak dapat dilihat hanya dari
aspek legalitasnya, tetapi dari cara ia bekerja dalam kesadaran sosial pemilih. Bansos menjadi
politik uang bukan karena bentuknya ilegal, tetapi karena ia menimbulkan rasa hutang budi,
kesadaran timbal balik, dan loyalitas politik dalam tubuh masyarakat. Grey area muncul bukan
karena bansos melanggar aturan administratif, tetapi karena ia bekerja sebagai strategi elektoral
yang tersembunyi di balik wajah kesejahteraan. Politisasi yang tidak pernah terucap justru menjadi

senjata terkuatnya.
Skema Jalur Distribusi Bansos Menuju Preferensi Suara

Distribusi bantuan sosial dalam konteks elektoral tidak bergerak secara linear dan

sederhana. Ia melalui rantai aktor yang secara fungsional membentuk aliran pengaruh politik dari
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elit kepada masyarakat, dan kemudian kembali kepada elit dalam bentuk suara pada hari pemilihan.
Jalur distribusi ini berperan sebagai mesin reproduksi loyalitas politik, yang bekerja bukan hanya
pada tingkat material, tetapi juga memori, persepsi, dan pertukaran sosial. Berikut skema untuk

menggambarkan alur tersebut.

Gambar 1 Skema Distribnsi Rantnan Sasjal-Preferensi Suara

Distribusi Program

Pemerintah/Elit > Relawan/Kader

<4 Kepentingan politik l
Pemilih/Penerima

Bansos

BalasBudi l

Suara/Dukungan

Sumber: Data diolah oleh peneliti berdasarkan beberapa sumber

Alur distribusi bansos memperlihatkan bagaimana bantuan bergerak dari pusat kekuasaan
menuju masyarakat, lalu mengalami transformasi menjadi dukungan politik yang nyata. Meski
demikian, proses ini tidak terjadi secara otomatis. Setiap simpul dalam rantai distribusi memainkan
peran yang berbeda namun saling berkaitan dan menentukan berhasil tidaknya konversi bantuan
menjadi suara. Untuk memahami mekanisme ini, perlu dilihat bagaimana setiap lapisan bekerja dalam
logika elektoral.

Tahap pertama dimulai dari pemerintah dan elit politik, yaitu aktor yang memiliki kapasitas
kontrol atas sumber daya publik. Pada titik ini, bansos masih tampil sebagai kebijakan negara yang
sah secara administratif anggarannya disahkan, regulasinya jelas, dan tujuan sosialnya formal. Namun
dalam konteks menjelang pemilu, fungsi bansos dapat bergeser secara perlahan. Pemerintah dan elit
politik tidak hanya menentukan besaran dan bentuk bantuan, tetapi juga waktu penyaluran yang
sangat menentukan dampak politiknya. Ketika anggaran tiba-tiba meningkat pada tahun pra- pemilu
seperti yang terjadi di Kota Padang pada 2023 maka bansos tidak lagi berdiri netral sebagai instrumen
kesejahteraan. Ia mulai berperan sebagai bagian dari strategi konsolidasi dukungan politik, terutama
jika penyaluran dilakukan mendekati fase kampanye.

Distribusi dari pusat kemudian bergerak ke simpul berikutnya, yaitu relawan dan kader politik
yang bertindak sebagai penghubung langsung antara kekuasaan dan pemilih. Pada tahap inilah

bantuan yang awalnya administratif berubah menjadi personal. Relawan menjadi perpanjangan tangan
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yang membawa bukan hanya barang, tetapi juga narasi tentang siapa yang patut diberi rasa terima
kasih. Mereka mengantarkan sembako bukan dalam bentuk program negara yang abstrak, tetapi
sebagai pemberian yang memiliki identitas politis. Di titik ini, bantuan sosial mulai mengundang
persepsi balas budi, sesuatu yang sulit dikategorikan sebagai pelanggaran hukum namun kuat dalam
efek elektoralnya.

Ketika bantuan tiba di tangan pemilih, simpul ketiga pun terbentuk. Penerima tidak hanya
memperoleh barang untuk kebutuhan pangan mereka, tetapi juga menangkap pesan politik secara
implisit. Hubungan ini bekerja dalam wilayah clientelistic exchange, sebagaimana dijelaskan Edward
Aspinall, yaitu suatu pertukaran yang tidak diucapkan secara eksplisit tetapi dipahami secara sosial
melalui prinsip timbal balik (Yusuf et al., 2024). Pemberian bantuan terutama dalam situasi ekonomi
sulit dan dalam jarak waktu yang berdekatan dengan pemilu menciptakan memori yang kuat dan rasa
terima kasih yang cenderung dibalas melalui pilihan politik. Di sinilah logika transaksional bekerja
halus, tidak ada janji tertulis, tidak ada pernyataan “pilih saya,” namun struktur hubungan sosial
membentuk kewajiban moral untuk membalas.

Dengan demikian, alur distribusi bansos bukan hanya rantai logistik, tetapi rantai pengaruh.
Dari pemerintah ke relawan, dari relawan ke pemilih, dan dari pemilih kembali ke bilik suara sebagai
dukungan elektoral. Semua berjalan legal, tetapi sarat ekonomi politik. Semua tampak sebagai
kebijakan publik, namun menyimpan fungsi elektoral. Di titik abu-abu inilah, bansos menjadi politik

uang terselubung yang paling efektif bukan karena memaksa, tetapi karena diterima dengan sukarela.

Kesimpulan

Fenomena penyaluran bantuan sosial pada Pemilu Lokal Padang 2024 menunjukkan adanya
batas tipis antara kebijakan kesejahteraan negara dan praktik politik uang. Secara normatif bansos
merupakan instrumen negara untuk melindungi masyarakat rentan, namun pada konteks elektoral ia
bertransformasi menjadi simbol pertukaran dukungan yang tidak selalu dinyatakan secara eksplisit,
tetapi dipahami melalui logika sosial saling membalas. Kenaikan anggaran bansos yang signifikan
pada tahun pra-pemilu 2023 dan lonjakan distribusi pada bulan-bulan akhir sebelum pemungutan
suara memperlihatkan bahwa program sosial tidak lagi berjalan dalam ritme administrasi reguler,
tetapi mengikuti irama kontestasi politik.

Pola kenaikan diperkuat oleh keterlibatan relawan, kader, dan jaringan politik lokal dalam
distribusi bantuan, yang kemudian menciptakan ruang interpretasi bahwa bansos bukan lagi sekadar

hak warga, melainkan hadiah politik dari tokoh atau aktor tertentu. Dalam kondisi tersebut,
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masyarakat sering berada pada posisi ambigu menerima bantuan sebagai kebutuhan ekonomi, namun
sekaligus menangkap pesan elektoral yang melekat pada proses pembagian. Pemilih mungkin tidak
diminta secara langsung untuk memilih, tetapi hadirnya logika reciprocity diberi lalu merasa harus
membalas membuat bansos berfungsi sebagai modal elektoral yang sah secara administratif, namun
bermuatan politis secara substantif. Inilah yang menjadi inti dari grey area, praktik tidak dapat disebut
pelanggaran hukum secara mutlak, tetapi juga tidak sepenuhnya bebas dari kepentingan elektoral.
Dengan demikian, kasus Padang 2024 memperlihatkan bahwa jarak antara kebijakan publik
dan politik uang tidak selalu berada pada dua kutub yang terpisah. Keduanya dapat saling
berdampingan, saling menyaru, bahkan menjadi saluran yang sama ketika bantuan sosial diproduksi,
didistribusikan, dan diingat dalam konteks pemilihan. Bansos tetap legal dalam strukturnya, namun
dapat bekerja seperti politik uang dalam efek politiknya. Dari sinilah terlihat bahwa demokrasi lokal
menghadapi tantangan serius. Beberapa rekomendasi yang dapat saya tawarkan untuk menyikapi

permasalahan ini adlah,;

1. Memperketat regulasi penyaluran bantuan sosial agar tidak beririsan dengan momentum
elektoral. Pemerintah perlu membatasi distribusi bansos pada 6 hingga 12 bulan menjelang
pemilu dan menyusun aturan teknis yang melarang pembagian bantuan pada fase kampanye
ataupun masa tenang. Untuk memperkuat kontrol publik, daftar penerima dan besaran
anggaran harus dibuka secara transparan melalui kanal resmi pemerintah sehingga warga

dapat mengawasi distribusi yang terjadi di lapangan.

2. Struktur penyaluran bansos perlu diperbaiki agar tidak lagi bergantung pada relawan politik
atau jaringan informal yang rentan memunculkan kesan balas budi elektoral. Penyaluran
harus dilakukan sepenuhnya oleh perangkat dinas yang resmi dan terverifikasi agar jalur
distribusi menjadi lebih netral. Sistem pelaporan publik juga perlu disediakan dalam
bentuk digital, sehingga masyarakat dapat menyampaikan dugaan penyalahgunaan bansos

secara langsung dan terdokumentasi.

3. Lembaga pengawas pemilu perlu diperkuat secara kelembagaan, baik dari sisi kewenangan
maupun anggaran, agar memiliki kemampuan menindak kasus politisasi bansos yang

selama ini kerap terjadi tanpa sanksi jelas.

Dengan langkah tersebut diharapkan adanya perubahan yang berjalan secara operasional,
sistemik, dan berkelanjutan, sehingga bantuan sosial kembali pada fungsi sosial dasarnya

menyejahterakan warga, bukan membeli suara mereka.
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ABSTRACT

This study examines the role of weak ties in social media X in influencing student protest participation in
Indonesia. The research focuses on X usage and weak ties in driving both online and offline protest
participation. The approach used is a quantitative method with convenience sampling techniques involving
Gen Z students who are active users of social media. Data were collected from 126 respondents through
disturbing questionnaires with google form using likert scale method. The result produced good validity and
reliability (Cronbach’s Alpha > 0.60) and hypothesis testing through path analysis. The key finding reveals
X usage has no significant effect on weak ties and does not directly increase protest behavior. Conversely,
weak ties significantly influence protest behavior, highlighting the social networks role in engagement.

Keywords: Weak Ties, X, Protest Participation

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji bagaimana peran weak ties di media sosial X terhadap partisipasi protes mahasiswa di
Indonesia. Tujuan penelitian ini berfokus pada penggunaan X serta weak ties dalam mendorong partisipasi
protes secara daring maupun luring. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik
convenience sampling pada mahasiswa Generasi Z yang aktif menggunakan media sosial X. Peneliti
mendapatkan total 126 responden melalui penyebaran kuesioner dengan Google Form menggunakan metode
skala likert. Hasil pengukuran menunjukan uji validitas dan reliabilitas yang baik (Cronbach’s Alpha > 0.60)
serta uji hipotesis melalui analisis jalur. Temuan utama memperlihatkan bahwa penggunaan X tidak
berpengaruh signifikan terhadap weak ties dan tidak secara langsung meningkatkan partisipasi protes.
Sebaliknya, weak ties berpengaruh terhadap aksi protes, menekankan pada jaringan sosial lebih menentukan
keterlibatan.

Kata Kunci : Weak Ties, X, Partsipasi Protes

PENDAHULUAN

Kehadiran media sosial telah membawa banyak perubahan pada paradigma politik serta
kehidupan masyarakat. Kini publik tidak lagi pasif karena media telah menyedikan cara-cara baru
untuk terlibat dalam politik (Omotayo, 2020). Melibatkan diri dalam aksi politik di media sosial
seperti mengikuti gerakan politik, membagikan ulang komentar, serta berbagi pendapat mengenai
isu kewarganegaraan dapat memprediksi partisipasi protes secara positif (Scherman et al, 2021).
Selain itu, sifat media sosial yang terbuka dan real-time membuat para pengguna dapat memperluas

jejaring antar individu maupun kelompok yang lain (Murthy, 2024).
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Weak Ties Theory

Dalam karya Gravonetter "The Strength of Weak Ties" (1973), terdapat dua jenis hubungan
sosial berdasarkan intensitasnya yaitu weak ties dan strong ties. Weak ties adalah hubungan yang
memiliki frekuensi kontak dan intimasi rendah seperti kenalan atau teman dari teman Kkita.
Sedangkan, strong ties mengacu pada hubungan emosional dan interaksi yang tinggi seperti keluarga
dan teman dekat. Weak-ties memiliki kekuatan tersendiri sebagai penghubung dengan kelompok

yang lebih jauh dan luas (Gamper, M. 2022).

Platform Berbasis Weak-Ties

Berbeda dengan dunia nyata yang didasari oleh strong ties, media sosial dibangun
berdasarkan hubungan weak-ties (Khondoker, 2019). X memiliki keunikan yang mendukung
pembentukan weak ties dimana pengguna tidak perlu meminta follback agar dapat berinteraksi
dengan akun lain (Durotoye et al., 2025). Fitur seperti tagar (#) dapat digunakan juga untuk mencari
tweet yang berkaitan dengan minat, topik, atau komunitas tertentu (Murthy, 2024). Selain itu, X
memungkinkan komunikasi secara langsung dengan orang-orang yang tidak dikenal secara personal
seperti politisi, selebritas, atau jurnalis (Scherman et al., 2021; Valenzuela et al., 2017). Sehingga
fitur pada X mempermudah penyebaran isu politik dan exposure yang beragam, mendorong

pengguna untuk aktif dalam aktivitas politik.

Peran Weak-Ties dalam Memobilisasi Protes

Studi politik membagi aktivitas protes menjadi empat kategori utama, mulai dari tindakan
tidak biasa, tindakan legal, tindakan ilegal tapi tidak kekerasan, hingga tindakan yang melibatkan
kekerasan dan konfrontasi langsung (Okade et al., 2020). Petisi, boycott, demonstrasi, okupasi, dan
pemogokan merupakan contoh dari bentuk protes. Internet telah membentuk pemahaman bahwa
weak-ties berperan penting dalam mendukung aksi protes melalui tiga mekanisme utama, yaitu
penyebaran informasi di jejaring sosial, perencanaan serta koordinasi logistik, dan cara peserta
memperoleh informasi tentang gerakan protes tersebut (Schradie, 2018). Weak-ties juga
memungkinkan informasi menyebar dengan cepat dan menjangkau kelompok masyarakat yang lebih
beragam tanpa memerlukan perantara organisasi (Schradie, 2018). Mayoritas pengguna biasa
(peripheral participants) memiliki peran besar dimana pesan yang mereka sebarluaskan serta
konten-konten yang dihasilkan sama besarnya dengan kontribusi kelompok aktivis (Barbera et al.,
2015). Penelitian yang dilakukan oleh Steinert Threlkeld (2015) mengamati pertumbuhan aktivitas

koordinasi di X yang berkorelasi dengan protes massa. #BlackLivesMatter di Amerika Serikat juga
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menjadi contoh nyata bagaimana pemanfaatan weak-ties di X membuat suatu isu dapat terlihat oleh

berbagai kalangan, menjembatani perbedaan rasial dalam aksi mobilisasi gerakan (Simonson et al,

2024)

Dari pembahasan tersebut dihasilkan hipotesis sebagai berikut
Hipotesis 1 (H1) : Penggunaan X berpengaruh terhadap terbentuknya hubungan weak ties
Hipotesis 2 (H2) : Weak Ties berpengaruh terhadap partisipas protes
Hipotesis 3 (H3) : Diduga ada keterkaitan secara tidak langsung antara penggunaan X dan partisipasi

protes melalui dari weak-ties.

Sayangnya, studi mengenai bagaimana weak-ties pada media sosial X secara spesifik
memengaruhi partisipasi protes masih kurang digali di Indonesia. Padahal dalam beberapa tahun
terakhir, banyak gerakan protes massa yang dipengaruhi oleh media sosial X seperti
#IndonesiaGelap pada 2024 serta #17TuntutanRakyat pada 2025. Riset menunjukan bahwa ikatan
solidaritas antara para demonstran yang berbeda paham politik terbentuk saat mereka bertemu
langsung di publik, bukan melalui interaksi di dunia maya. Para demonstran biasanya tidak mengajak
kenalan internetnya untuk turun jalan dan unjuk rasa sendiri bukan ajang mencari teman baru
(Ozduzen et al., 2023). Maka dari itu, penelitian semacam ini penting mengingat hubungan di dunia
nyata juga berperan dalam sebuah gerakan, sejalan dengan hubungan digital melalui weak ties.
Tujuan dari penelitian ini lebih melihat bagaimana weak ties bisa berperan penting dalam melahirkan

gerakan aksi massa di Indonesia melalui platform X.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif mengacu pada analisis
data berupa angka yang menggunakan perhitungan statistik guna menjawab rumusan masalah dan
hipotesis dalam penelitian (Jannah et al, 2022).

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif di Indonesia yang menggunakan
platform media sosial X. Populasi ini dipilih karena generasi muda menjadi generasi yang memiliki
ketergantungan tinggi dalam bermedia sosial. Dalam menghitung ukuran sampel, peneliti
menggunakan G*Power dan mendapatkan total 87 orang sebagai jumlah minimum. Peneliti berhasil
mendapatkan 126 responden sebagai sampel dengan menggunakan teknik sampling non probability
jenis convenience sampling. Pemilihan teknik ini berdasarkan ketersediaan serta kemudahan akses

untuk mendapatkan responden yang sesuai dengan kriteria penelitian.
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Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner dalam bentuk Google Form.
Kuesioner yang disusun dalam Google Form kemudian dianalisis menggunakan format perhitungan
skala Likert. Skala likert dapat berfungsi untuk mengukur sikap, pandangan, serta pendapat seseorang
atau sekelompok individu terkait suatu fenomena sosial (Sugiyono, 2018). Indikator yang digunakan
dalam kuesioner merujuk pada literatur milik Valenzuela (2017) serta Durotoye (2025). Data yang
diperoleh kemudian diolah menggunakan perangkat SmartPLS untuk melakukan path analysis yaitu
bentuk khusus dari Structural Equation Modeling (SEM) dalam menguji hubungan kasual antar

variabel dalam model.

HASIL DAN DISKUSI
Dari 126 responden yang diperoleh sebagai sampel penelitian, berikut merupakan tabel

karakteristik demografi responden dalam penelitian ini.

Tabel 1. Data Demografi Responden

Faktor Demografi Kategori Frekuensi Persenan

Jenis Kelamin Perempuan 114 90%
Laki-laki 11 9%

Usia 17 1 1%
18 9 7%
19 38 30%
20 20 16%
21 31 25%
22 17 13%
23 3 2%
24 4 3%

Komposisi responden didominasi oleh jenis kelamin perempuan dengan peresentase sebanyak
90%. Kemudian, usia responden berkisar rentang 17-24 tahun dan sebagian berumur 19 tahun dengan
persentasi yaitu 30%. Maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden penelitian ini adalah

mahasiswa perempuan berusia 19 tahun.
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Tabel 2. Hasil Validitas dan Relibilitas

Konstruksi Cronbach’s rho _a Composite Average
reliability variance
Alpha (rho_c) extracted
(AVE)
Penggunaan X (X) 1.000 1.000 1.000 1.000
Weak-Ties (Z) 0.674 0.713 0.816 0.599
Partisipasi Protes (Y) | 0.781 0.805 0.852 0.539

Berdasarkan hasil analisis reliabilitas dan validitas pada Tabel 2, Suatu instrumen penelitian

dapat diandalkan (reliable) apabila nilai Cronbach’s Alpha > 0,60 (Ghozali, 2016). Dapat dilihat
bahwa keseluruhan variabel telah melewati saran minimum dengan nilai berkisar 0.674-1.000. Nilai
composite reliability (tho_c) untuk semua variabel juga menunjukan hasil yang baik (>0.6). Hal ini
menggambarkan bahwa semua variabel telah menunjukan hasil yang konsisten, serta alat ukur yang
digunakan peneliti masih dapat diandalkan. Pada bagian Average Variance Extracted (AVE) serta
rho _a, nilai ketiga variabel >0.50, mengartikan indikator-indikator dari hasil konstruksi pada
penelitian ini konsisten serta memadai dalam menjelaskan konsep-konsep setiap variabel secara

menyeluruh.

Tabel 3. Hasil Loading Factor

Variabel Item Indikator Outer

Pengukuran Loading

Penggunaan X UOoT Dalam satu pekan, seberapa sering 1.000
X) rata-rata Anda menggunakan media

sosial Twitter/X?

(1 = Satu hari - 7 = Setiap hari)

Weak-Ties (Z) WTI1 Seberapa sering Anda berdiskusi 0.824
tentang politik dan isu publik
secara online dengan kenalan

Anda?
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Variabel

Item

Pengukuran

Indikator

Outer

Loading

(1=STP — 5 =STS)

WT2

Seberapa sering Anda berdiskusi
tentang politik dan isu publik
secara online dengan orang yang

tidak kenal?

0.821

WT3

Seberapa sering Anda berdiskusi
tentang politik dan isu publik
secara online dengan tetangga dan

teman kuliah Anda?

0.665

(Y)

Partisipasi Protes

P1

Dalam 12 bulan terakhir, seberapa
sering Anda

mengikuti demonstrasi?

(0 = tidak pernah — 5 = sangat

sering/selalu)

0.748

P2

Dalam 12 bulan terakhir, seberapa

sering Anda mengikuti boikot?

0.530

P3

Dalam 12 bulan terakhir, seberapa
sering Anda bergabung dalam

gerakan di X (Twitter)?

0.776

P4

Dalam 12 bulan terakhir, seberapa
sering Anda menghadiri forum

diskusi politik secara langsung?

0.821

P5

Dalam 12 bulan terakhir, seberapa
sering Anda menandatangani

petisi?

0.761
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Bedasarkan hasil perhitungan cross loading di Tabel 3, Indikator yang dipakai untuk semua
variabel adalah valid. Hampir seluruh nilai outer loading > 0.7 mengartikan setiap indikator memiliki
kontribusi yang signifikan. Meskipun terdapat indikator pada variabel weak ties dan partisipasi politik
yang dibawah batas minimum (0.7), indikator tersebut masih tetap bisa dipertahankan karena nilai
Average Variance Extracted (AVE) dari variabel tersebut bernilai > 0.5 yang mengartikan indikator
tersebut valid. Variabel weak-ties terlihat lebih kuat dicerminkan oleh item pengukuran WT1 yaitu
diskusi bersama kenalan. Sedangkan pada variabel partisipasi protes, item pengukuran P3 dan P4
mempunyai outer loading tertinggi (0.776) dan (0.821) yang menunjukan partisipasi protes dalam

bentuk diskusi forum dan mengikuti gerakan di X sudah sangat baik dijalankan oleh para mahasiswa.

Tabel 4. Hasil Uji Signifikansi
Hipotesis Path Coefficients T-Statistic P - Value

H1 : Penggunaan X (X) — 0.054 0.618 0.537
Weak-Ties (7)

H2 : Weak-Ties (Z) — 0.441 5.202 0.000
Partisipasi Protes (Y)

H3 : Penggunaan X (X) — 0.036 0.584 0.560
Weak-Ties (Z) — Protes (Y)

Variabel Kontrol

Exposure To News — 0.351 3.791 0.000

Penggunaan X

Political Efficacy — Protes 0.340 3.832 0.000

Political Interest — Protes

Untuk melihat apakah hubungan setiap variabel memiliki pengaruh yang signifikan secara
statistik, maka diperlukan nilai path coefficient yang bernilai positif dengan nilai T-Statistic > 1.96,
dan nilai P-Value < 0.05. Ditinjau hasil pada Tabel 4, Tidak terdapat bukti bahwa penggunaan X
memiliki pengaruh terhadap hubungan weak-ties karena diketahui nilai P-Values = 0,000 < 0,05

sebesar 0.537 (H1). Namun, hubungan weak-ties terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan
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terhadap partisipasi protes dengan nilai P-Values = 0,000 > 0,05 (H2). Semakin kuat suatu hubungan
weak ties, maka semakin tinggi juga partisipasi mahasiswa dalam protes. Penggunaan X juga tidak
terbukti memiliki pengaruh pada partisipasi protes dengan nilai P-Value sebesar 0.823 (H3).
Penggunaan X yang dimediasi oleh weak ties ternyata tidak berpengaruh secara signifikan terhadap
partisipasi protes akibat nilai P-Values = 0,000 < 0,05 sebesar 0.543.

Exposure to news, Political Efficacy, Political Interest, Ideology, jenis kelamin, dan usia
ditambahkan sebagai variabel kontrol. Penambahan ini didasari oleh literatur rujukan yang dipakai
untuk item pertanyaan serta penelitian terdahulu (Valenzuela, 2017). Hasil uji coba membuktikan
bahwa, ideology, jenis kelamin, serta usia tidak ada asosiasi antara penggunaan X dan partisipasi
protes. Tetapi, variabel exposure to news, political effifacy, dan political interest justru memiliki
pengaruh yang signifikan dengan P-Value = 0,000 < 0,05. Hal ini menjelaskan bahwa faktor eksternal

dapat menentukan mahasiswa dalam menggunakan X serta mendorong partisipasi protes.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukan bahwa tidak semua hipotesis yang diajukan dapat diterima.
Penggunaan X tidak berpengaruh terhadap terbentuknya weak-ties maupun partisipasi protes
mahasiswa. Justru, weak ties berpengaruh signifikan terhadap partisipasi protes. Hal ini menegaskan
bahwa keterlibatan mahasiswa dalam aksi protes tidak ditentukan dari segi intensitas menggunakan
X, melainkan sejauh mana mereka memanfaatkan jaringan weak-ties untuk turut berpatisipasi. Dapat
dikatakan bahwa X mewadahi terbentuknya hubungan weak ties yang mendorong mahasiswa untuk
ikut terlibat dalam aksi protes daring maupun luring.

Temuan lain juga menunjukan bahwa beberapa variabel kontrol seperti exposure to news,
political efficacy, dan political interest memiliki pengaruh terhadap penggunaan X serta partisipasi
protes. Hal ini menandakan bahwa ada faktor-faktor tertentu yang mendorong mahasiswa terlibat
dalam gerakan protes. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk memahami peran weak ties dalam
partisipasi protes mahasiswa melalui X di Indonesia tercapai secara parsial.

Melihat dari sisi hipotesis dan model, peneliti menyarankan untuk mengembangkan model
yang lebih komprehensif dengan menyisipkan variabel-variabel lain seperti kepercayaan terhadap
institusi sehingga dapat menjelaskan secara lebih dalam bagaimana weak ties dapat bekerja dalam
lingkup daring maupun luring. Selain itu, perlu adanya digital trace untuk menangkap dinamika

pembentukan weak ties dan proses mobilisasi protes dari waktu ke waktu.
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